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AUDITED TAHUN 2025

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

JI. Medan Merdeka Tim. No.5, RT.2/IEW 1,

Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Jakarta



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara bahwa Menten/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai
tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Ilaporan keuangan Kementerian

MNegara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kebijakan Transporiasi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah
Kementerian Perhubungan vyang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,
Meraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025 mengacu
pada Peraturan Pemerintah Noemor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan
ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan

informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna
laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Badan Kebijakan Transportasi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik {good governance).

Jakarta,
Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Irjen Pol. Capt, Hermanta,S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684
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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara bahwa Menten/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyal tugas
antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/lL.embaga yang

dipimpinnya.

Badan Kebijakan Transportasi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementenan
Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan
menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
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Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna
laporan dalam pengambilan keputusan. Salah  satunya adalah  untuk  menilai
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Kebijakan Transportasi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan
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NRP 73010684

[ Na. |_ Nama Paral
1 | Sekretans Badan Kebijaken Transportasi '

_2 | Kepala Pusat Kebljakan Sarana Transporiasi 2 é E
3 | Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda | 1{""' — =
4 | Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi l 1; A
5 | Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi ' % "

iv



DAFTAR ISI]

Kata Pengantar i

Daftar Isi v

Pernyataan Tanggung Jawab v

Ringkasan 1

|, Laporan Realisasi Anggaran 3

IIl.  Neraca 4

lll. Laporan Operasional 5

V. Laporan Perubahan Ekuitas B
V. Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum T

B. Penjelasan atas Pos-Fos Laporan Realisasi Anggaran 19

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 34

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 55

E. Penjelasan atas Pos-Fos Laporan Perubahan Ekuitas 62

F. Pengungkapan — Pengungkapan Lainnya 69

VI Lampiran 75



m KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
\‘v BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

JL Merdeka Timur No 5 | Telp. - (021) 34833061, 34833065| Email - baketrans@kemenhub.go.id
Jakarta 10110 Fax. - (021)34833061, 34833065| Web-site - hitps://baketrans dephub go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 tingkat Eselon | Badan
Kebijakan Transportasi selaku UWAPPA-E1 yang terdin dan : (a) Laporan Realisasi
Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e}
Catatan atas Laporan Keuangan, dan (f) Pengungkapan-pengungkapan [ainnya
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi
Laporan Keuangan dan masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab

UAKPA dilingkungan Badan Kebijakan Transportasi.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,
Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

irjen Pol. Capt, Hermanta,S.H., M.M., M.Mar.,
NRP 73010684
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Penggabungan Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 tingkat Eselon | Badan
Kebijakan Transportasi selaku UAPPA-E1 yang terdin dan : (a) Laporan Realisasi
Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e)
Catatan atas Laporan Keuangan, dan (f) Pengungkapan-pengungkapan [ainnya
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi
Laporan Keuangan dan masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab

UAKPA dilingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Audifed Tahun 2025 ini telah

disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemernintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan

ini meliputi ;
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan anfara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama

periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan MNegara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 306.341.062 atau mencapai 0,00 persen dari

estimasi Pendapatan-LRA sebesar Bp. 0.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 90.370.825.415
atau mencapai 72,07% dar alokasi anggaran sebesar Rp. 125 391 .269.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas per 31 Desember 2025 Nilai Aset yang dicatat dan disajikan sebesar
Rp B6.752 671174 yang terdiri dar: Aset Lancar sebesar Rp. 6.203.030; Piutang
Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 60.094 667.107
dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 6.651.801.037. Nilai Kewajiban dan Ekuitas
masing-masing sebesar Rp 6. 645.981 489 dan Rp. 60.106 689 685

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dan operasi, surplus/defisit dan kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar sampal dengan periode per 31 Desember
2025. Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 37 790962 sedangkan jumiah beban
adalah sebesar Rp. 96 042 269 612 sehingga terdapat Defist dan Kegiatan

Operasional senilai Rp. {96.004 478 650); Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar




| sebesar Rp(4[ﬂ1539ﬂm éurplﬁs;’ﬁé-f'ié'ﬂt ijenyelesa'ién ﬁéwajri'han Jangka 'If’an-jang
sebesar Rp.O; Surplus/Defisit dan Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar
Rp.63.404 000 sehingga Surplus/Defisit Kegiatan MNon Operasional sebesar
Rp. 23.250.100. Pos Luar Biasa sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO
sebesar Rp.(95.981.228 .550).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal
1 Januan 2025 adalah sebesar Rp. 66023 433 882 ditambah Defisit-LO sebesar
Rp. (95981 228.550) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai
Rp.(0) dan transaksi antar entitas senilai Rp. 90.064 484 353 sehingga Ekuitas entitas
pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 60.106.689 685,

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CalK) menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam CalK adalah penyajan informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk penode yang berakhir sampai
dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.
Sedangkan Meraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk

Audited Tahun 2025 disusun dan disgjikan dengan menggunakan basis akrual.
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BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | ] _

Penarimaan Negara Bukan Pajak ; -4 1.205.281.387
Jumiah Pendapatan dan Hibah - 1.205.281.397
BELANJA B2 |
Belana Pegawai B3 4707041000 | dBATASTAME| 9806 1,486,904 045
Belanja Barang B4 T5BAIGI000 | AJGR0A28207| ST 139,746 630.921
Belan;a Mol BS 2458.864.000 | 886623800 | 288 6.807.745.011
Befania Bantuan Sosial B SRS (N 2
; JUMLAK BELANJA 125301260000 90.3TD82SHE | Ta07 168.043.278.980

Kepala Badan Kebijakan Transporiasi,

Irjen Pol. Capt, Hermanta,S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan
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BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
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ASET LANCAR
Hos @i Bandahars Pangaiuinhan
Kas d Bendahara Penerimaan
Kas Lannya dan Sotarn Koe
Piutang Bukan Pajak
Baginn Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendsharsan'T untuten Gantl Rugi
Baglan Lancar Tagiban Tuniutan Panjusian Angsuran
Panyisihan Plulang Tak Tartagih - Plutang Janghks Pendek
Boboan diboyar dirmula
Pendapaton yvong Masih Harus Dlterdma
Peorsediann
Persediaan yang Belum Dirsgmtar
Jurnlah Azet Lancar

ASET TETAP c.2
Tanah c.2.1
Tanah Balum Diragisier
Peralgtan dan Masin C22
Parmlatan dan Masin Baium Diregstar
Gedung dan Bangunan C.2.3
Julan, idges dan Jadngen c24
Jatan, Irigasi dan Jeringan Belum Diregister
Aas! Talap Lalnya C.2.6
Konstruksl Dalem Pengerjaan cza
Asumulasl Pemyusutan Asat Tatap ST

Jumiah Aset Totap

PIUTANG JANGKA PANJANG .3
Piuteng Tagihan TRTGR Coa
Piuteng Togihen Penjualan Angeuran A
Penyisihan Piutang Tak Taeragih-Piulang Jangke Panjang

Jumilah Piutang Jangka Panjang

ASET LAINNY A

Asel Tak Barvujud

Azt Tak Berwujud Dalam Pangoerjaan

Dana Yang Dibatasl Panggunaanmya

Aset Lain-Lein

Aaal Lalnmya Bolum Dirsgluter

Akurmulasl Pemyusuten dan Amorlisas| Asel Lainnya

Juimiah Asat Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJBAN JANGHA PENDEK

Uang Mulks dar KPPN

Utang kepads Pihsk Katigs

Utang Yang Belurm Ditagihlan

Uang Jangka Pandek Lamnya

Jumlah Kewa]lban Jangka Pandek

JUMLAH KEWAJIBAN

EHUITAS
Ekuitas
JUMLAH EXKUITAS
LIURLAN KEWAIIBAN DAN EKUITAS
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Irjen Pol¥Capt, Hermanta,S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan baglan yang tidak ferpisahkan dari
Laporan Keuangan
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BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
| Panerimann Negara Bukan Pajak
|JUMLAH PENDAPATAMN
BEBAN
| Beban Pagawai
Beban Persediaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Pamalihargan
Beban Peralanan Dinas
Boban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
| Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusulan dan Amorlisasi
Buban Pamyisinan Piutang Tak Terdagih
JUMLAH BEBANM
SURFLUS (DEFISIT) DAR| KEGIAT AN OPERASIONAL

KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplusfdefisit Pelepasan Asel Non Lanoar
Pendapatan palepasan aset Non Lancar
Eeban Pelepasan Asel Non Lancar
| Burplus/Defisil darl Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan der Kegiatan Non Operasional Lainnya

Baban dar Kegiatan Non Operasional Lainnya
JUMLAH SURPLUS DEFISIT DAR| KEGIAT AN

OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Blasa
Beban Luar Blasa
JUMLAH POS LUAR BIASA
SURPLUSMOEFISIT DARI POS LUAR BIASA,
SURPLUS/DEFISIT LO

S e e

0.1 780 -

780.962 =
D.2 46.174.873 348 41.488.004.048
D2 629,984 120 3.5684.800.829
D4 34.708.762.022 63.275.167.557
Db 5.155.430.637 8.4681.677.067
D6 2 E72.718.108 63.405.671.578
2.7 - -
D.8 - -
D9 6.412.500.577 7.824.383.905
D.10 =

{1.002.522.717)
86.903.400
1.088.426.117
1.118.387.997
1.118.387.887

D.13

-
-

] L | (]

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Ijen Pol. Capt, Hermanta, S.H., MM., M.Mar.

NRP 73010684

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan
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BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

EKUITAS AWAL EM | gegeadasesy| 96086519093
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (85.981.208.560)|  (188.934.760.794)
IAMBAHMENGURANGI EKUITAS E3 ! .
PENYESUAIAN NILAI ASET E31 -
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E32 il -
KOREKS! ATAS REKLASIFIKASI E33 - .
SELISIH REVALUASI ASET TETAP E34
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI E35 33.696.000
KOREKSI LAIN-LAIN E.38 .
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAHMENGURANGI EKUITAS - (33.696.000)
TRANSAKS| ANTAR ENTITAS | Q0064484353 |  186.837,988.583
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS ! (2.063.085.211)
EKUITAS AKHIR ES5 60.106.680.685  66.023.433.882

Kepala Badan Kebljakan Transportasi,

Irjen Pol. Capt, Hermanta, S.H., M.M., M.Mar,
NRP 73010684

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan.




V.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum  A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomaor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan
Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemernintahan.

4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
215/PMK . 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
232/IPMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Instansi.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomaor
14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan
Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemeriniah

Pusat.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kebijakan Transportasi

Dasar Hukum Badan Kebijakan Transportasi didinkan sebagai salah satu upaya
Entitas dan pemerintah untuk mendukung terwujudnya transportasi yang handal
Rencans melalui kegiatan analisis dan pembernian rekomendasi kebijakan di
Strategis

bidang transportasi. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Entitas
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. & Jakarta Pusat,
Jakarta.

Badan Kebijakan Transportasi bertugas menyelenggarakan analisis
serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transpartasi melalui
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan
manajemen pengetahuan kebijakan transportasi, serta melaksanakan

fungsi administrasi dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Badan Kebijakan Transporiasi



FProgram
Priortitas

MNasional

berkomitmen dengan visi ‘Badan Kebijakan Transportasi yaitu

terselenggaranya Rekomendasi Kebijakan yang Cepat, Akurat,

dan Manfaat dalam mendukung Transpeortasi Maju Menuju

Indonesia Emas 2045 ditetapkan Misi Badan Kebijakan

Transportasi. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa

langkah-langkah strategis sebagai berikut:

e Menyusun dan memberikan rekomendasi kebijakan transportasi
yang inklusif, berkeadilan, aman, selamat dan berorientasi pada
peningkatan pelayanan publik.

e Membenkan rekomendasi kebijakan transportasi yang mendukung
ketahanan dan kemandinan nasional melalui penguatan industri
transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.

» Memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan
infrastruktur dan sistem transportasi yang tenntegrasi, merata, dan
mendukung hilirisasi serta sektor ekonomi utama.

» Memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia
analis kebijakan agar adaptif terhadap perkembangan teknologi,
prinsip kesetaraan, dan keberlanjutan.

o Memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka perkuatan
konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilinsasi,
industrialisasi, dan sektor ekonomi utama.

» Memantapkan tata kelola penyusunan dan pemberian rekomendasi
kebijakan transportasi yang transparan, kolabaratif, serta berbasis
data dan evidensi ilmiah.

» Memberikan rekomendasi kebijakan penerapan transportasi yang
berwawasan lingkungan, efisien energi. dan berketahanan terhadap

perubahan iklim.

A.3. Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Masional adalah program/kegiatan/proyek yang
bersifat signifikan dan strategis untuk pencapalan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebjakan Presiden
lainnya. Pembangunan infrastruktur Tahun 2025, sebagai pilar
pendukung percepatan ftransformasi ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur
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dasar dan konektivitas karena memiliki peran penting dalam

mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut. Dan Tujuh Priontas
Nasional (PN) yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 — 2025 Badan

Kebijakan Transportasi mendukung prioritas nasional ke-V dengan

fokus memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan

ekonomi dan pelayanan dasar.

d.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Tidak Ada

Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Tidak Ada

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
Pada tahun 2025 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan
Integrasi Moda melakukan kegiatan program prioritas nasional
(Strategis) Prioritas Nasional V' di antaranya melalui program
prioritas  Sistem  Transporiasi  Pendukung Logistik  yang
dikembangkan pada 2 kegiatan dengan rnincian sebagai berikut
Priaritas Masional terkait Observasi Tatanan Transportasi Kawasan
Aglomerasi di Ibu Kota MNusantara dan Ewvaluasi Kebijakan
Dukungan Infrastruktur Transportasi dalam Peningkatan Panwisata
Nasional

Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan

Tidak Ada

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Tidak Ada



Pendekatan
Penyusunan
Laporan

Keuangan

A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 ini merupakan laporan yang
mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan
Kebijakan Transportasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui
Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yaitu serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dan pengumpulan data,
pencatatan dan pengikhtisaran sampal dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025
merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah
Badan Kebijgakan Transportasi yang meliputt satuan kera yang
bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Kebijakan Transportasi

adalah 5 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Jumlah/Jenis
No RS Entitas Kewenangan | jumiah
Satker KP [KD [DK TP | atker

1 |288752 Sekretanat Badan 1 1
Kebijakan Transportasi

2 288944 Pusat Kebijakan Sarana 1 1
Transporiasi

3 |288951 |Pusat Kebijakan Prasarana | 1 1
Transportasi dan Integrasi
Moda

4 414267 Pusat Kebijakan Lalu 1 1
Lintas dan Angkutan
Transporiasi

5 |634171 Pusat Kebijakan 1 1
Keselamatan dan
Keamanan Transporiasi

Tabel A.1 Rekapitulasi Jumlah Entitas UAKPA
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Easis Akuntansi

Dasar

Fengukuran

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Basis Akuntansi

Badan Kebjakan Transportasi menerapkan basis akrual dalam
penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan penstiwa lainnya pada saat transaksi
dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan
disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas ditenma atau dibayar. Hal ini sesual dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Femenntahan.

A.6. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran
yang diterapkan Badan Kebijakan Transportasi dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai

perolehan histaris.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk mempercleh
aset tersebut Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya

ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah
mengacu pada PMK Nomor 232 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Instansi. Kebijakan akuntansi merupakan

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan,

11



FPendapatan-LRA

Pendapatan-LC

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajan laporan keuangan. Kebijakan
akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ni adalah
merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan
yang merupakan entitas pelaporan darn Deputi Administrasi BAPK. Di
samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemenniahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi adalah

sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

= Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).

e Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

= Pendapatan-LRA  disajlkan menurut  kiasifikasi sumber

pendapatan.

(2) Pendapatan-LO
» Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak  atas
pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran
masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan
pendapatan-LO pada Kementerian Perhubungan adalah sebagal
berikut:
o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional
antara nilai dan pericde wakiu sewa.
o Fendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat
keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
» Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
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Belanja {3) Belanja

» Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas darn KUN.

» Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kanior Pelayanan Perbendaharaan
MNegara (KPPN).

» Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomifjenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) Beban
» Beban diakui pada saat imbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi
aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa.
» Beban disgjikan menurut klasifikas: ekonomifjenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset
Lainnya.

Aset Lancar a. AsetlLancar

¢ Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan
segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual
dalam wakiu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

» Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

= Piutang diakui apabila memenuhi knteria sebagai berikut:

o Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.

= Piutang yang timbul dar perikatan diakui apabila terdapat
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peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan
naskah peranjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara
jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

e Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan
membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut
didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan
jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemernintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas

Piutang Uraian Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan sd.
Lancar _ 0.5%
tanggal jatuh tempo

Satu bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Pertama ftidak | 10%

dilakukan pelunasan

Kurang

Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal
Diragukan | Surat Tagihan Kedua tidak | 50%

dilakukan pelunasan

1. Satu  bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan

Macet : - 100%
2. Piutang telah diserahkan kepada

FPanitia Urusan Piutang
Negara/DJKN

Tabe! A 2 Perfilungan Penyisifian Piutang

s Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah
tangagal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPATGR.

» Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventansasi fisik pada
tanggal neraca dikalikan dengan:
= harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian;

= harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
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* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

Aset Tetap b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset Dberwujud yang
dimanfaatkanoieh pemernntah maupun untuk kepentingan publik
yang mempunyal masa manfaat lebih dan 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perclehan atau

harga wajar.

Fengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 {dua puluh lima juta
rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya
kecuali pengeluaran untuk tanah, jalanfingasifjaringan, dan
aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang
bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan
jaman, tidak sesual dengan kebutuhan organisasi yang makin
berke mbang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum
tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir
direkiasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari

entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN/EMD

Penyusutan Aset  ¢. Penyusutan Aset Tetap

Tetep e Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
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dengan penurunan kapasitas dan manfaat darn suatu aset tetap.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP): dan
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang
yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan penghapusan.
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya
nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dan Aset Tetap secara meraia setiap semester
selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK 06/2013 tentang
Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik
Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemenntah Pusat

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 =.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik
Modern)

4 tahun

Tabel A.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Mentern Keuangan Nomaor:
620/KM 6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka
Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada
Entitas Pemenntah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat

adalah sebagai berikut:
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Kelompok Aset Tak Berwujud e AR
(tahun)

Software Komputer

Franchise

Lisensi, Hak Faten Sederhana, Merik,

Desain Industni, Rahasia Dagang, 10

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran,

Paten Biasa, Perlindungan WVarnetas 20

Tanaman Semusim.

Hak Cipta Karya Seni Terapan,

Perlindungan Varietas Tanaman 25

Tahunan

Hak Cipta atas Ciptaan Golll, Hak

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 50

Ekonomi Produser Fonogram.

Hak Cipta atas Ciptaan Gol | 70

Tabel A 4 Penggolongan Masa Maniaat Aset Tak Berwujud
» Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan
darn penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban 6) Kewajiban
= Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.
= Kewajilban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban
jangka pendek dan kewajiban Jangka panjang.
a  Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam
wakiu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak
Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
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Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan
Utang Jangka Pendek Lainnya.

b.  Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban dikiasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu
lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

e Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajban pemerintah pada saat pertama kali transaks

berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan
kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dan

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

18



Penjelasan afas Fos

Laparan

Anggaran

Realisasi

B. PENJELASAN
ANGGARAN

ATAS

POS-POS

LAPORAN

REALISASI

Selama periode sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025

Badan Kebijakan Transportasi telah melakukan revisi Daftar lsian

pelaksanaan Anggaran (DIFA) kewenangan DJA sebanyak tujuh kali,
dari pagu awal sebesar Rp 116.772.728.000 setelah revisi terakhir

menjadi Rp 125.391.269.000. Berikut pagu dan realisasi anggaran Badan

Kebijakan Transportasi Tahun 2025 beseria timeline Revisi DIFA yang

telah dilakukan Badan Kebijakan Transportiasi selama Tahun Anggaran
2025 sebagai berikut:

JENIS BELAMIA

Total Pagu
KO URALAM REVISI 51 Bel=njs 52 Bebsnja 53 Belanjs Kzterangan Tambahsn
Pegowei Barang Modal )
1 |Pagu Awial 47.08T.041000 | 67158758000 | 2525020000 ( 116772 72800 (ripa Jnas
|Efizianzi Angg=ram Inpras
2 |RawsiDiali A7.087.041.000 | 67.155.758.000 | 2325529000 | 116.77X728.000 |1 Tabun 2G15] ssbasr
RpdS. 754608, 600
5 Falat Kode Bloks ssmula &
Ravizsi DUA 2 [ralzt - - o, ! i
3 i blakiv] Z7.0BT.041.000 | &7:150.758.000 | 2525079000 | 116772 7H. NG (menfmdi kods Blokir &
; Pusjak Sarana
Butz hlakis catatan hal IV
£ DIPA dalam rangics
e rekaksasd binddr afisiars
Aot DL: 2 - " - prtuk memanshi
4 |[Reiziksas Blokr Z7.0ET.0A1:000 | £T.ASS.TSEG00 | 2520009000 | 116.772 TIH.000 .
k=bituhzn oparasional
Tahap ) : 2
dan non cperssona|
mendaszr sehazar
BpS_B46.785.000
Fargasaram antar unit
Exzlon | {BKT,BPEDA dan
Ravizi DlA 4 Sgkrotanat landaral
g [TonE R | szpezoaioos | 71806509000 | 2assEeaonn | 1a1Is3atge0n | e
Bulan Aprilf 2035 Kamanbublzshasar
Epd 580,666 000 untide
kaglatan MFD
Fevisi DIAS Raizicas hiokir sebesar
& |Bulsn Agustus 47.087.041.000 | 71806509000 | 2450 865000 ( 121353 414.000 |Rpsa7.220.000 Pads
02s Pusjaic KET
Fargesaran Anggaran darni
Rvisi DIA G E'::_"“_”m J":‘”" .
subungan Darat ks
7  [Bulanktobar ZF.0BT041.000 | 758284 368 000 | 2450864000 | 125391 600440 h -2
_ satker Badan Kehbijslam
IGS =
Transportas ssbasar
Rpd D37 855080
F=i k=an Blokir Pada
AR e S:::-I'JFU :ki.nL.!;I' L:1"ch
& |BularDssmmoar A7.087.041.000 | 75844304000 | 2450864000 | 125.39L260.000 0 o X 1_‘
3paT kagiatan MPD Aichir Tabun
sabasar Rp.5.706.112.000
: 2035
Uraian
PAGU REALISASI SISA PAGL
Jumiah Pendapatan : E ;
Belanja
Belarsa Peqaval 47.067.041.000 46 174.873.345) 12 167.952
Belang Barang 75 544 364,000 43530 428 237 12.304.935 763
Betan@a Modal 2,459 854,001 656:523.830 1803340170

Tabel B. 1 Pagu dan realisas anggaran Badan Kebijakan Transportas!
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. Rewvisi DIPA (DJA) pertama terkait Pengesahan Revisi Anggaran
Efisiensi Belanja di Lingkungan Badan Kebijakan Transporiasi
Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi ke-1) pada tanggal 21
Februan 2025;

. Rewvisi DIPA (DJA) Kedua terkait Ralat Kode Blokir pada satker
FPusjak Sarana denga kode blokir semula 5 menjadi kode blokir A
(Revisi Ke-2) pada tanggal 14 Maret 2025;

Revisi DIPA (DJA) Ketiga terkait Buka blokir catatan hal IV A DIPA
dalam rangka relaksasi blokir efisiensi untuk memenuhi kebutuhan
operasional dan non  operasional mendasar sebesar
Rp5.646.785.000 pada DIPA Badan Kebiakan Transporiasi
Kementerian Perhubungan TA 2025 (Revisi Ke-3) pada tanggal 24
Maret 2025;

. Revisi DIFA (DJA) keempat adalah Pergeseran antar unit Eselon |
(BKT, BPSDM dan Sekretanat Jenderal Kemenhub) sebesar
Rp4.580 686 000 untuk kegiatan WMPD. Pengesahan Revisi
Anggaran antar-Unit Eselon | pada tanggal 11 Apnl 2025;

. Revisi DIPA (DJA) kelima adalah Relaksasi blokir sebesar
Rp647.220.000 Pada Pusat Kebijakan Keselamatan Dan Keamanan
Transportasi terkait kegiatan keamanan dan keselamatan
transportasi. Pengesahan Revisi DIPA ke 5 pada tanggal 21 Agustus
2025;

. Revisi DIPA (DJA) keenam adalah pergeseran anggaran antar unit
Eselon | (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada 4 satker
di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi) untuk memenuhi
kekurangan belanja tugas dan fungsi sebesar Rp4.037.855.000.
Pengesahan Revisi DIPA ke 6 pada tanggal 13 Oktober 2025

. Revisi DIPA (DJA) ketujuh adalah Relaksasi blokir sebesar
Rp 5.706 112 000 Pada Pusat Kebijakan Lalu Lintas Dan Angkutan
Transportasi untuk kegiatan MPD. Pengesahan Revisi DIPA ke 7
pada tanggal 8 Desember 2025.
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Realizasr Pendapatan

Rp. 306.341.062

Sathesr Bekanja Pegawai (Rp) | Belanja Barang {Rp) | Belanja Modal (Rp) TOTAL {Rp
Sekvctaral faten Kebiekan| 7 gg 5 g WAETA0| 2450060000 B3 905 629000
Transporiasi
Fusai Kzbilakan Sarana !
Mesoninss 7 509,084 000 ?mmum:l
Fusal Kebilzkan Prasarans
Tramsportasi dan infegrasi 8504 578:000 - 8.604.575.000
Moda |
Pusal Kebjskan L ahs Lfas '
fngkutan dan Trarspartasi 17,262 936000 17 262 H5.000
Parkoizan |
Fusat Kebiizkan
Yecefimatan dan Keamanan TEIBR42 000 T A2 4000 |
Tranzportasi

Tabel B.2 Pagu Belanja masing-masing Satker Badan Kebijakan Transportasi

B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pada pericde yang berakhir 31 Desember 2025, Badan Kebijakan
Transpartasi memiliki Pendapatan Bukan Pajak (tidak ditetapkan target

pendapatan dalam tahun 2025) sebesar Rp. 306.341.062 yang berasal

dari -

* Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar
Rp. 100.690.399 sebagai berikut:

> Realisasi

Fendapatan

Megara Bukan Pajak sebesar

Ep62.900.000 merupakan pendapatan yang berasal dan

Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu — berupa

Fengembalian Kelebihan Pembayaran Honor Pembicara dan

MC Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Glonfikasi Capaian

Sumber Daya Manusia (SDM) Sektor Transportasi.

* Realisas

Fendapatan

Megara Bukan Pajak sebesar

Rp 37 452 500 merupakan pendapatan sewa yang berasal

dari sewa kantin Badan Kebijakan Transportasi.

¥ Realisasi

FPendapatan Negara Bukan Pajak sebesar

Rp 337.899 merupakan potongan spm yang berasal dari

penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi.

+« Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
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» Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 72 183.000
merupakan hasil dan penjualan Peralatan dan Mesin berupa
kendaraan operasional Nissan X-Trail 2.0 2WD MT wana abu-
abu tua metalik nomor indentitas produk 1-1182336

« Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

# Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Pusat Kebijakan
Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebesar
Rp 100.797_100 terdin dan Rp. 100.293.100 merupakan hasil
dari Penjualan Peralatan dan Mesin dan Rp. 504.000
merupakan pengembalian belanja tahun 2024 atas
pemeriksaan audit kinerja Inspekiorat Jenderal Tahun 2025.

« Pusat Kebjjakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi

# Pendapatan darn Penjualan peralatan dan mesin berupa 1
(satu) paket scrap/besi tuallimbah padat peralatan dan mesin
seharga Rp32.670.000 dengan kode billing
820251001455402 dan kode NTPN 3F5452G503DHTOPA
tanggal 1 Oktober 2025,

# Pendapatan anggaran lain-lain, penerimaan negara bukan
pajak lainnya berupa kelebihan setoran GU Nihil sebesar
Rp.563 dengan kode billing No. 702512314184232 dan kode
NTPN 339382CPTENTYPSHS tanggal 31 Desember 2025
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Pendapatan Negara Bukan Pajak

Uraian NTPH/Mo Risalah Lelang | Tanggal Bayar Jumlah
Sekretariat Badan Kebijakan T ransportasi
IZ"L““'H‘“ Beana TahinAngoasan Yang  bararyal vIACBEKD 18/04/3025 62800000
1. FEBFBESDFIRPYIDA
2, B062A TINGESATEC
3. 148335UBFEP4F
4. 421828 1OVDEBBS2U
5. BFCeaTOLVENG1DB
Pendapatan Sews Tanah, Gedung. dan EADACHIDFIRPWVAGT 04-22/07/2025
Bangunan _ CB5861JMGETS5IE h STAGE B
3. CABO22GE034HO0BL
B T44BDSE0FRPYEE2
10, TR 2E5034KONSS
11. 48ACC1INGEIRGTEN
12 ABMEEQONADEIBGKIP
Pend=paian Penggur=an Samna _
dan b Tusi IF'umrgm'r SPM 2026 33TEEE
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
Penjualan Peralaian dan Mesin benupa
kendsraan operssional Missan X-Trail2 .0 2WD
T bu iz oo i BEMT 02025 27052025 72.182.000
produk 1182338
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan
Penjualan Peralaian dan Mesin bergea HBL RiL-

21807 01/2025.01 IFE452G5030HTORPA 0171072025 32670000
Pendzpstan lzindzin (3303B2CPTENTRPSHE 31122025 583
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Penjuslan Perlatan dan Mesin berupa Jeep
A nomar B29551 00 Iﬁ'lﬂA?ﬂJ’.‘L-"EGLDK?E 26/08/2025 23.043.000
Penjualan Paket peralatan dan mesin, eman.
7 CEBABTOLVZGFIT20 15/00/2025 8170100
Penjuslan Mobil Xirail 2012 DBEZ5UBFBCOVIN 13711/2025 7 1.080.000
Pengembalian Belanja aiss temuan LHA Hen GERADEVRG
T ahun 2 e FEECES 15M0f2025 504.000
TOTAL 306.341.062
Tabel B.3 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajax
2025
. Anggaran Realisasi ol o
Angg.
Pandapatan Penggunaan Sarans dan Prasarans
sesual dengan Tus! - J37.895 -
Pendspatan Anggaran Lain-lain = 583 =
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan a7 452.500
Penenmasn Kembsli Befanja Barang TAYL - 63 404,000
Pendapatan dari Penialan Peralstan dan Mesin 3 205148100 =
‘Jumizh - 306.341.062 -

Tabe! B.4 Rincian Estimasi dan Realizasi Pendapatan
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Reslisasi Belanfa
Rp.90.370.6825.415

Penjelasan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Badan Kebijakan
Transportasi sebagai benkut:
Rincian realisasi pendapatan per satuan kera di Badan Kebijakan

Transpaortasi pada 31 Desember 2025 sebagai berikut:

URAIAN REALISAS] T_A. 20235
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi 100.630.399
Pusal Kebijakan Sarana Transportasi T2.183.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transporiasi dan D
Integrasi Moda
Pusal Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan
Transportasi Perkolzan B T
Pusat Kﬂ:bua_lcan Keselamatan dan Keamanan 100 797 100
Transporiasi

Jumiah 306.341.062

Tabel B.5 Rincian Rincian realisasi pendapalan per satuan kena

B.2. BELANJA NEGARA
Realisasi Desember 2025 adalah sebesar

Rp. 90.370.825.415 atau 72,07% darn target realisasi belanja Badan

Belanja pada 31
Kebijakan Transportasi sebesar 99 3% hal ini dikarenakan adanya
Anggaran Belanja pada Blokir Anggaran Sesual dengan Inpres | Tahun
2025 sebesar Rp. 33.754.492 000. Rincian anggaran dan realisasi
belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

2025

S ANGGARAN REALISASI =
Belania Pegawai 47 087.041.000 46 174 873 343 95,06
Belanja Barang 75 844 354 000 43530 423.237| 57,41
Belanja Modal 2 459 564000 £56.523.830| 26,69
Total Belanja Kotor 125.391.269.000]  90.370.825.415] 72,07

Total Belanja 125.391.269.000 80.370.825.415 72,07

Tabel B.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025
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Belanja Pegawai
Rp. 46.174.873.348

Komposisi ‘anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik
berikut ini:

EN0A0EDAT o

TCLOD0A00.000

s Bcidraa B

0000000 T
aoenmeoon W ANGGAREN
MO0 0o REERERS
IC.000. 000 000 ¢
100e1aEDea 1
<ol —
Belanja Belaniz Belanjz Finjaman
Pegawsal Barang Modal dan Hibah

Grafilk B. 1 Komposisi anggaran dan realisasi belanja

Sedangkan realisasi belanja per satuan kerja di lingkungan Badan

Kebijakan Transporiasi pada 31 Desember 2025 adalah sebagai benkut:

SATUAN KERJA 2 %
ANGGARAN REALISAS]

Selretanat Badan Mebaskan :
Transporiasi £3.805.620.000 T1.384.875.254 £4.04
Pusat Kebijakan Sarana Transporiasi 7.850.034 000 1.275280.308 16,14
Pusat Kebijakan Prasarana
Transporiasi dan Integrasi Mods HEii s b 2470003082 288z
Pusst ¥edijakan Lalu Lintas dan e ;
Angkutan Transpartasi Perkotaan o i 13.552228.854 a0
Pusat Kebijakan KESETEII'IE‘B.TI dan 628 842 000 1718 4 w53
#eamanan Transportasi

Sub Total 125.394:269.000 B03T0E25.415 T2.07

Tabel B.7 Rincian Belanja Berdasarkan FProgram TA 2025

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk
uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai
MNegen Sipil (PN5S), dan pegawal yang dipekerjakan oleh pemenntah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas ekerjaan yang telah
dilaksanakan kecuali pekerjaan yang erkaitan dengan pembentukan
modal. Realisasi Belanja Pegawal pada 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 46174 873 348 dan

Rp. 41.488.904.048. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan
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Belanja Barang
Rp. 43 539 428 237

sebesar 192 persen dan TA 2024, Hal inmi
penambahan jumiah pegawai dan yang berasal dan mutasi masuk
pegawail, perekrutan CPNS dan PPPK baru tahun 2025

disebabkan adanya

NAIK

URAIAN REALISASI 2025 REALISASI 2024 (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS 12:689.908.020| 12 443,984 850 20
Belanja Pembulatan Gaji PNS 1953?? 199 203 {12}
Belanja Tunjangan Suami lsin PNS T43.048.320 740441274 04
Belanja Tunjangan Anak PNS 182073874 102.184 672 (2.3)
Belanjz Tunjangan Strukiural PNS 477 780.000 477.365.000 01
Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.427.128.000 | 1158 848,000 232
Belanja Tunjangan PPh PNS 142051072 | 135000746 95
Belanja Tunjangan Beras PNS 580.964.100 | 594 568 200 {1.3)
Belanja Llang Makan PNS 2133164.000 |  1.085.242 000 366
Belanja Tunjangan Umum PHS 271480000 | 357 445.000 (24.0)
Belanja Gaji Pokok PPPK 1.867.320.500 | 1.045.608.800 (08
Belanja Pembulatan Gaji FPPK 298483 16.646 {0.:8)
Belanja Tunjangan Suamidsin PPPK 106,508 600 51.312 230 0.7)
Belanja Tunjangan Anak PPPK 24881588 13632672 (0.3)
Belanja Tunjangan Umum PPPE 41 385.000 - %
Belanjz Tunjangan Fungsional FRPK, 194 £20.000 173.980.000 0.1}
Belanja Tunjangan Beras PPPK 95.670.380 53373540 (0.8)
Belanja Uang Makan PPPK 373.010.000 110.645.000 {24)
Belanja Uang Lembur 504 457.000 259,350,000 =
Belanja Uang Lembur PPPK 135965000 | 10.075.000
Bel Fegawal (Tunj KhususKegiatan) MEEEI0T05 | 21.011.94390 {0.0)
Fhusus/kegiatan/PFPK 2R3 751218 | 1523392850 (0.7}
Jumiah Belanja Kotor 46.1M9.213.047|  41.489.650.729 (0.1)
Pengembalian Belanja Pegawal 44 330,659 745,651
Jumiah Belanja 46.174.873.348]  41.450.904.048 11,29

Tabel B.& Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember TA 2025 dan 2024

B.4 Belanja Barang
Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakal
untuk memproduksi barang dan jasa yang di pasarkan maupun yang fidak
dipasarkan. Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adaiah masing-masing sebesar Rp. 43 539 428 237 dan
Rp. 139.746.630.921
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Eelanja Modal
Rp.656.523.830

MAIK
UHAIAN REALISASI TA 2025 REALISASITA 2024 (TURUN) %

Belanja Barang Cperasional "9 775.056.542 12.353. 647 458 {20.84)
Belania Barang Mon Operasional 2 ATE082 172 10.388.939.909 [79.03)
Belanja Persediaan £26.903 260 3574 024 719 76 35}
Belania Jasa 22 642 621.408 40.532.610.160 jitd 14)
Belanja Pemeliharaan 5460781797 9.491.677.067 4247
Belania Pegalanan Dalam Neger 2647072 425 60.230.804 832 {35,561
Belanja Pegalanan Luar Negeri 25701779 3.188.536.746
Jumiah Belanja Kotor 43.560.219.384 138.760.300.521 (68,33)
Pengembalian Belanja 20,791 147 13570000

Jumish Belanja 43.539.428.237 138746630521 (68,84)

Tabel B.9 Perbandingan Belania Barang TA 2025 dan 2024

Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar
68.84% persen dan Realisasi Belanja Barang TA 2024, Hal i
disebabkan kebijakan efisensi belanja Kementerian Perhubungan,

sesuail dengan Intruksi Presiden Nomaor 1 Tahun 2025

2025
sl Sl ANGGARAN REALISASI *
Seletoria S Mebyalan 34 445 724.000 24513478086 | 7148
Transporasi : :
Pusat Kebiakan Sarana Transportasi T.880.024.000 1.275.260.308 18.14
Fusatketiatan Prasamma E.604 673000 z4j0mpagez | zsE

Transporiasi dan Integras: Modz
Pusst Kebdakan Lalu Lintas dan

17262528 000 13552220264 | TE.480
Angkutzn Transporiasi Perkotaan 3 Y
Pusst Kebiakan Kesela.rrﬂlan dan 7.628.842.000 1718458 007 2763
K.eamanan Transportasi
Totsl Belanjz 75.844.354.000| 43535428237 | 5741

Tabel B.10 Rincian realisasi belania barang per satuan kerja di lingkungan

EBadan Kebijakan Transportasi
B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah
masing-masing sebesar Rp. 656 523 830 dan Rp. 6.807.745.011. Belanja
modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dan satu periode akuntansi.

REALISAS] T.A. | REALISASI T.A. | NAIK [TURUN)

i 05 1M %
| Belanja Medal Tanzh ] 0 8.0
| Belanja Modal Pesalalan dan Mesin Eﬁzﬁiﬂl' BENT 74501 {38.36)
Eﬂﬂhl]ji Modal Pesalatan dan Mesin-Penanganan
éElf:lmja Modal Gedung dan Bangunan il 00
iElﬂlmja Penambaban Nilai Gedung dan Bangunan II i 200
| Belanja Modal Lamnya Il 1 0
\Belania Modal BLU 8l 1 0,00
|Jumlizh Belanja Kotor ssa..sz:ua:l 6.B07.745.011 {90,36)
{Pengemiatian = ] =
i Jumiah Belanja. B56.523.830]  B.B07.745.011 193,36)

Tabei B. 11 Ferbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024
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Belanja Modal
Feralatan dan Mesin
Rp. 656.523.830

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar
90,36% dibandingkan TA 2024, Hal ini disebabkan kewajiban efisensi
belanja Kementerian Perhubungan, sesuai dengan Intruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025.

2023
SATUAN KERJA ]
ANGGARAN REALISASI
S=kretarist Badan Kebijakan Transportasi 2455 384000 653523830 | 2380
Pusat Kebigkan Sarana Transportasi - - 0.08
Pusat Kehijakan Prasarana Transportasi dan integrasi
- - .00
Moda
Pusat Kebiaksn Lalu Lintss dan Anglkutan r = .00
Transponasi Perkoiaan
Pusat Kebigskan Kesslamatan dan Keamanan _ B oo
Transporiasi 2

Totzl Belanja 2.459.854.000 656.523.830 | 2669

Tabel B. 12 Rincian realisasi belanja modal per satuan kera di Badan Kebjjakan
Transportas
B.5.1 Belanja Modal Tanah
Fealisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Bp. 0 dan Rp. 0,. Badan

Kebijakan Transportasi sampai saat ini tidak memiliki aset tanah.

REALISASI T.A.| REALISASI | Maik
RAINY IS He o 2025 T.A. 2029 | (Turun) %
Belanja Modal Tanah 0 ] 000
Belanja Modal Pembayaran i
Hanor Tim Tanah 0 0
Belanja Modal Pembuatan 000
Sertifikat ] i
Belanja Modal Pengurukan 000
dan Pematangan Tanah 0 ]
Belanja Modal Peralanan 000
Pengadaan Tanah 0 0
Jumiah Belanja Kotor 0 0 0,00
Fengembalian Belanja Modal o 0 0,00
Jumiah Befanja 0] of o0

Tabel B.13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah
sebesar Rp 656523830, mengalami
dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 6.011.569.761. Hal ini

penururunan 8960% bila

disebabkan kebijakan efisensi belanja di Lingkungan Badan Kebijakan

Transportasi sesual dengan kebutuhan pada tahun anggaran 2025,
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sesual dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

REALISASI T.A | REALISASI T.A [NAK [TURUN)
i PP 2024 %

Belanja Modal Peralatan dan besin Eo6SI3 0] 011565761 107 B
Befanja Modal Peralatan dan Mesin- Peranganan 0 0,00
Bedaniz Wodal Upah dan Honor Pengeiots Peciatan dan Mesin i [l 000
Belania Modat Pemasangan Pesalatan dan Mesin ] [t 11}
Jumiah Belanja Kotor B5E.520.800)  A.011.585.701 107,54
Pengembalian i ] 000
Juniah Belania BSRSLOE0 | GOMLBSATEI | (BS0E)

Tabel B. 14 Perbandingan Realisas Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024
realisasi belanja modal peralatan dan mesin per satuan kerja di Badan

Kebijakan Transportasi.

SATUAN KERJA REALISASI

Sekretaris Badan Hebijakan Transportasi #56.523.330
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi -
Fusat Kebijakan Prazarana Transportasi dan
Integra=i Moda

Pusat Kehijgksn Lalu Lintas dan Anglutan
Transportasi Ferkotasn

Pusat Kebijakan Kes=lamatan dan Keamanan
Transportasi

. Totzl Belanjz. 656.523.830
Tabel B.15 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

EBelanja Modal B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Gedung Bangunan Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Ry adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan sebesar Rp. 796.175.250.

URAIAN JENIS BELANJA T.A. 225 T.A 2024  |[Nalk (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 H 0.00
dmni i
Belania Modal Penambsh Milai Gedung al 7om 175250 0,00%
dan Bangunan
Belama Moda!l Upah Tenags Keqa dan
Honor Pengeloia Teknis Gedung dan i LE 0,00
Bangunan
dEni
Belsnia Modal Perencanasn dan i o .00
Pengawssan Gedung dan Bangunan
Balanja Modal Pengosongan dan
Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung O [} 0,00
dan Bangunan
Balanja Modal Perjatanan Gedung dan o o 0,00
Bangunan
Jumiah Belanja Kotor 0 796175250 0,00
Pengembalian Belanja Modal i i 0,00

Tabel B. 16 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024
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Belanja Modal Jalan, B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Ingasi, & Jaringan Realisasi Belanja Modal Jalan, Ingasi, dan Jaringan 31 Desember 2025

Red dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. Odan Rp. 0.
Naik
URAIAN JENIS BELANJA T.A. 2025| T.A. 2024/ (Turun)
%
Belanja Modal Jarngan 0 0 0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 0 0 0.00
dan Honor Pengelola Teknis Jaringan ’
Jumiah Belanja Kotor 0 of 000
Pengembalian Belanja Modal 0.00
Jumiah Belanja 0l 0| 0,00
Tabel B.17 Perbandingan Reslisasi Belanja Jalan, lrigasi dan Jaringan
TA 2025 dan 2024
Belanja Bantuan B.6 Belanja Bantuan Sosial
Sosial Rp. 0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja
Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang
atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial
dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat

pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah

miskin.
MNaik
URAIAN JENIS BELANJA | T.A 2025| T.A 2024 | (Turun)
%

Belanja Bantuan Sosial Untuk
Rehabilitasi Sosial i ] 0,00
Befanja Bantuan Sosial Untuk
Jaminan Sosial 1] 0 0.00
Befanja Bantuan Sosial Untuk 0 0
Pemberdayaan Sosial 0.00

Jumitah 0 0 0,00/

Tabel B. 18 Perbandingan Realisasi Belanja Banluan Sosial
TA 2025 dan 2024

30



Aset Lancar
Rp. 6.203.030

Kas di Bendahara
Fengeluaran
Rp. O

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. AsetLancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.203.030
dan Hp. 9.283.890. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk
dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam
wakiu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang
merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab
Bendahara Pengeluaran yang berasal dar sisa UP/TUP yang belum
dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per
tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai

bernkut:

Tahun 2025 Tahun 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran 0 -
kKas di Bendahara Pengeluaran TUP - -
Jumilah - i
Tabel C.1 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2025 dan TA 2024

Saldo Kas Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per satker di

Keterangan

lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025
sebagai bernikut:

Satuan Kerja Tahun 2025

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi =
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi -
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda 5

Puzat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan -
Pusat Kebijakan Keselamaian dan Keamanan Transportasi =

Jumiah -

Tabel C.2 5alda Kas Uang FPersedizan di Bendahara Pengeluaran per satker
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Kas di Bendahara

FPenerimaan Rp.0

Kas Lainnya dan
Selara Kas
Rp. 0

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penenmaan per tanggal 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas
di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening
di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan
yang sumbernya berasal dan pelaksanaan tugas pemerintahan berupa

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Keterangan Tahun 2025 Tahun 2024

Liang Tunai -
Rekening Bank -

Tabel C.3 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2025 dan TA 2024

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Kas Lainnya
dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang
bukan berasal dan UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu
uang kas yang berada didalam rekening bank yang belum ditarik atau
dicairkan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai

berikut:

Keterangan Tahun 2025 Tahun 2024

Kas Lainﬁya di Bendahara Pengeluaran -

Kas Lainnya di Bendahara Penenmaan

Kas Lainnya dan Hibah . .

Jumlah - -
Tabel C.4 Perbandingan Kas Lainnya dan Selara Kas TA 2025 dan TA 2024

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per satker di lingkungan Badan

Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:
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Piutang Bukan
Fajak
Rp. 0

Eagian Lancar
Tagihan TE/TGR
Rp. O

Satuan Kerja Tahun 2025
Sekratariat Badan Kebijakan Transportasi
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
Pusat Kebyjakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan
Pusat Kebyakan Keselamatan dan Keamanan Transporiast

Jumiah =
Tabel C.5 Saldo Kas Lainnya dan Sefara Kas per satlker

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Piutang
bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau
jasa terhadap pelayanan yang telah dibenkan namun belum diselesaikan

pembayarannya.

Uraian TH 2025 TH 2024
Piutang PNBP -
Piutang Lainnya - -
Jumlah - -

Tabel C.6 Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA 2025 dan 2024

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

masing-masing adalah sebesar Rp. (. dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan

TPMTGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesakan pada

tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai benkut:

No Mama Tahun 2025 Tahun 2024
1 |[Bagian Lancar TP - -

2 |Bagan Lancar TGR - -
Jumiah - -

Tabel C.7 Perbandingan Rincian Bagian Lancar TH/TGR TA 2025 dan 2024
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Bagian Lancar TPA
Rp.0

Penyisthan Piutang
Tak Tertagifi —
Fiutang Lancar
Rp.0

Beban Dibayar Di
Mura
Fp O

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per
tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing
adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan
TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh

tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Lancar per 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan
Rp. 0. Penyisihan piutang tak tertagih — piutang lancar adalah merupakan
estimasi atas ketidakiertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh
kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak

Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Hualitas Milai Piutang k] Milai
Piutang Jk Pendek |Penyisihan|Penyisihan
Piutang Bukan Pajak
Lancar - 0% -
Kurang Lancar - 0%
Diragubkan - 0%
Macst - %% -
Jumlah - -
Bagian Lancar TR TGR
Lancar - 0% -
Furang Lancar - 0% -
Ciiraguks=n ] -
Macet 0% -
Jumilah -
Bagian Lancar TPA
Lancar - 0%
Kurang Lancar - [k -
Diragukan oo -
lMacst [
Jumilah -
Piutang Tak Tertagih - il

Tabel C.8 Rincian Penyisthan Piutang Tak tertagih — Piutang Lancar
TA 2025

C.1.8 Beban Dibayar Di Muka

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima
setelah tanggal neraca sebagai akibat darl barang/jasa telah dibayarkan
secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.
Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0
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Pendapatan yang
Masifr Harus
Difenma

Rp. O

Persediaan
Rp. 6.203.030

JENIS TH 2025 TH 2024

Pengemballan Keleblhan Belanja Pegawal - -
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin = =
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan
Jumiah - -

Tabel C.9 Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
TA 2025 dan 2024

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Ep. 0,
merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun
belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus

Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai benkut:

JENIS TH 2025
Pendapatan lasa Pelatihan
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Pendapatan lasa Pelayanan dan Pendidikan

Humlah _ 2l
Tabel C.10 Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Ditenma

TH 2024

C.1.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-
masing adalah sebesar Rp. 6.203.030 dan Rp. 9.283.830

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemenntah,
dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31

Desember 2024 adalah sebagai berikut:

JENIS TH 2025 TH 2024 Mutasi
Barang Konsumsi 6.203.030 | 9283.380 (3.080.560)
EBahan Baku - -
Suku Cadang -
Persediaan untuk Diserahkan
kepada Pemda/Masyarakat - - -

Persediaan Lainnya - - -
Jumlah 6.203.030 | 9.283.890 (3.080.860)

Tabel C.11 Perbandingan Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Rincian Persediaan berupa Alat Tulis Kantor di Badan Kebijakan

Transportasi sebagai berikuf -
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JENIS ' NILAL

BARANG KONSUMSI

Alat Tulis 452.000
FPenjepit Kertas 485,280
FPenghapus/Korektor 111.000
Crdner Dan Map S08.200
Alat Perekat 204800
Staples 552.800
Isi Staples 236.100
Kertas HVS 1.561.880
Berbagai Kertas 576.550
Amplop T4.400
kertas Dan Cowver Lainnya 150.000
Tinta/Toner Printer 1.081.000
USB/Flash Disk 7. Foo
Jumiah Barang Konsurmsi £.203.030

Tabel C.12 Rincian Persediaan TA 2025
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi
baik. Nilai Persediaan per satker di lingkungan Badan Kebjakan

Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai bernkut:

{Dalam Rupiah)

Satuan Kerja Tahun 2025
Sekretariat Eadan Kebijakan Transportas: %337 350
Pusal Kebijakan Sarana Transporiasi 466 200
Pusal kebiizkan Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda 1.744.200
Pusal Kebijzkan Lalu Lintas dan Angkuian Transporiasi Perkotaan 1.713.200
Pusal Kebijakan Keselamatan dan Feamanan Transporiasi 1706480

Tabel C.13 Nilai Persediaan per satker di lingkurngan
Badan Kebijakan Transportasi

Persedizan  yang C.1.10.1. Persediaan Yang Belum Diregister
belum diregister

Rp.0

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, dengan

rincian sebagai bernkut:

| Jenis TH 2025 TH 2024
{Persediaan Yang Belum Diregister :

Jumlah 5 :
Tabel C.14 Nilai Persediaan yang belum diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per satker dilingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember
2025 sebagai berikut
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Aset Tetap
Rp. 60.094 667 107

Tanah Rp. 0

Satuan Kerja Tahun 2025

Sekretanat Badan Kebijakan Transportasi

Fusat Kebijakan Sarana Transportasi

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Pusat Kebyjakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportast

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transporiasi 2
Jumlah -

Tabel C. 15 Nifar Persediaan yang belum diregister per satier
Persediaan yang belum diregister pada neraca dikarenakan terdapat
perbedaan periode tanggal dokumen Kwitansi/BAST dengan tanggal

buku pendetailan persediaan.

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.
60.094.667.107 dan Rp.65.973.331.367. Aset Tetap merupakan aset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebth dan 12 bulan dan
digunakan dalam kegiatan opreasional entitas. Aset Tetap pada Badan
Kebijakan Transportasi berupa, Peralatan dan Mesin, Gedung dan

Bangunan, Jalan, Ingasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Kebijakan Transportasi
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing
sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024
Mutasi tambah:

Pembekan

Hitrah

Rekiasifikasi
Mutasi kurang:

Revaluasi Aset

Penghapusan

Saldo per 31 Desember 2025

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025

Nilai Buku per 31 Desember 2025

£ FEgEEFEEE £

Tabel C 16 Mutasi Aset Tetap Tanah
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Peralatan dan Mesin  C.2.2 Peralatan dan Mesin

Rp. 43.243.630.228  pjfa perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024  adalah masing-masing sebesar

Rp. 43.243.630.228 dan Rp. 53.061.892.080.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 Rp 53.061.892.090
Mutasi tambah:
Pembelian Fp 656.523.830
Hibah
Transfer Masuk Fp -
Penggunaan Kembali Aset Tetap Rp 263.620.600
Reklas masuk Rp 87.613.410
Mutasi kurang:
Penghentian aset dari penggunaan Rp 266.213:400
Reklasifikasi keluar Rp -
Penghapusan Rp 10.559.805.702
Saldo per 31 Desember 2025 _ Rp 43.243.630.228
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 (35.662.174.439)
Nilai Buku per 31 Desember 2025 Rp  7.581.455.789
Tabel C. 17 Mutasi Peralatan dan Mesin
Satuan Kerja Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transporiasi 25.605.657.664
Pusat Kebljakan Sarana Transportasi 3.390.760.801
Pusat Kebijakan Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda 4 626.680.838
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi 3.102.358.800
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 3320171925
Jumiah 43.245.630.228

Tabel C. 19 Aset tetap berupa peralatan dan mesin per satker
di ingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar
Rp. 1.027.757 240 dengan rincian:

» Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar
Rp 656 523 630 selama tahun 2025 dan Rp_ 87 613 410 merupakan hasil
dan kapitalisasi barang milik negara (akun belanja pemeliharaan gedung
dan bangunan 523111 menjad aset tetap pada modul aset) berupa 7 unit
AC sesual SKET-5BKT 271 Tahun 2025 menindaklanjuti Laporan Hasil
Audit Kinerja pada Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025
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Gedung dan
Bangiinan
Rp. 45.664.878.893

nomor 28/LHAJMNT /%2025 tanggal 23 Oktober 2025

'No | Peralatan dan Mesin Nilai
1 |ALAT KANTOR 62.565.760,
9 |ALAT RUMAH TANGSA 456 856 660,
5 |ALAT STUDID 27128750,
4 |KOMPUTER UNIT 87 972560,
5 |PERALATAN KOMPUTER 12.000.000,
| Jumiah 656.523.830

Tabel C.20 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

» Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
Mutasi tambah sebesar Rp 283620000 berupa pengakiifan kembali

EMN berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan jenis mini bus
(penumpang 14 orang ke bawah) merk Toyota Kijang Innova 20.G M/T
senilai Rp.283.620.000 berdasarkan Nota Dinas Kuasa Penggunaan
Barang Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Nomor 126/PKST/VI/2025
hal Tindak Lanjut Penggunaan Kembali Barang Milik Negara yang Telah

Dihentikan Penggunaannya.

No Peralatan dan Mesin Nilai
1 |ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 283.620.000 |

Tabel C:21 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

Pusat Kebijakan Sarana Transportas:

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024 adalah Rp. 48664 878893 dan Rp. 48664 875893 Mutasi
transaksi terhadap Gedung dan BEangunan per tanggal pelaporan adalah

sebagail bernkut
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Jalan, (rigasi dan
Jaringan
Rp. 13.687 604 174

Aset Tefap Lainnya
Fp. 2.506.522 165

Saldo per 31 Desember 2024 4B.664.878.893

Mutasi tambah:
Fenambahan Nilai Gedung -
Fengembangan Milai Aset -
Koreksi pencatatan -
Mutasi kurang: -
Koreksi pencatatan

Saldo per 31 Desember 2025 48.664.878.893
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 (9.844.074 318)
Nilai Buku per 31 Desember 2025 38.820.804.577

Tabel C.22 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Ingasi dan Janngan per 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.687 694 174 dan
Rp .13 687 694 174 5Salde tersebut terdin dari instalasi jaringan listrik.

Saldo per 31 Dezember 2025 Rp13.687.694.174
Mutasi tambah;
Pengembangan Jaringan |Informasi Teknologi Fp
Pengembangan Jaringan Lisirik Rp
Mutasi kurang:

Foreksi pencatatan Rp -
Saldo per 31 Desember 2025 Rp13.687.694.174
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025 Rp {2.501.309.593)
Nilai Buku per 31 Des 2025 Rp11.185.884.576

Tabel C.23 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Ingasi dan Jarngan

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tdak dapat
dikelompokkan dalam tanah peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, ingasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31
Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 2.506.522 165 dan
Rp. 2.506.522 165.
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Konstruks: Dalam
Fengerjaan
Fp. 0

Akumulasi
Penyusutan Asel
Tetap

Rp (48.005.058.353)

o] r - :
Saldo per 31 Desember 2024 Rp 2.508.522.165

Mutasi tambah
Penambahan Aset Tetap Lainnya Rp -
Mutasi kurang: Rp -
Koreksi nitai Rp .
Saldo per 31 Desember 2025 Rp 2.506.522.165
Akumuiasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 Rp -

Nilai Buku per 31 Desember 2025 Rp 2.506.522.165

Tabel C.24 Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya berupa Pembelian Buku Perpustakaan (monografi)
pada satker Sekretanat Badan Kebijakan Transportasi sebagai referensi

para peneliti/perekayasa.

| Satuan Kerja
Sekrelariat Badan Kebjakan Transporasi
| Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Tahun 2025
2.506.522 165

Fusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan integrasi Moda

Fusal Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan

Fusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Jumfah

Tabe! C.25 Rincian Aset Tetap Lainnya per satker

2.506.522.165

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo Konsiruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. O dan Rp. 0

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31
2024 adalah masing-masing Rp.(48.008 058 353)
Rp.(51.947 655 955)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap

Deszsember dan

yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain
untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan
rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025,
sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada

Lampiran Laporan Keuangan ini.
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Fiutang Jangia
FPanjang
Rp.0

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Gantr Rugr
(TRTGR}

Rp. 0.

Tagihan Penjualan
Angsuran
Fp. 0

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Biutang Jangka
Fanjang

Fp. 0

No AsetTetap Nilai Peroizhan Alm . Penyusutan Nilai Buku
|1 |Peralatan dan Mesin 33061 H2000 {35 662 174 435, 17,389 717 651
2 |Gedung dan Bangunan 43,654 578 833 (3844 074 316) 3,820 304 577
3 |Jalen. Irigasi dan Jaringan 13667 684174 (2.501.509.535) 11.185.684. 575
4 |Asel Tetap Lainnya 2505.522 165 - 2,506,522 165
© Akumuiasi Penyusutan 117.520.987.322 [49.008.088.35)  63.81298.988
Tabel C.26 Ringan Akumulasi Penyusutan Aset Tefap
C.3 Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang Badan Kebijakan  Transportasi

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah
sebesar Rp. 0 dan KEp. 0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak
tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Badan Kebijakan
Transportast merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TPITGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Ruagi
(TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing
sebesar Rp. O0dan Rp. 0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara
akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang
mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah
tagihan kepada pegawal bukan bendahara untuk penggantian atas suatu

kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.3.2 Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember
2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.3.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Panjang
Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31
Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp OdanRp. 0.

Penyisihan Piutang tak Tertagih—Piutang MNon Lancar merupakan
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Aset Lainnya
Rp. 6.651.801.037

Aset Tak Berwujud
Fp. 1.182 364.000

estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
yang ditentukan cleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai benkut:

Kualitas Milai Piutang T Milai

Piutang Jk Pendek | Penyizihan | Penyisihan
Tagihan TR/TGR
Lancar - 0% -
Furang Lancar - 0% -
Diragukan - 0% -
Macet - 0% -
Jumiah - -
Tagihan PA
Lancar - 0% -
Kurang Lancar - 0% -
Diragukan 0% =
Macet 0% -
Jumiah - -
Jumiah Penyisihan

Piutang Tak Tertagih - il

Tabel C.27 Hincian Penyisihan Piutang Tak terfagih — Piutang Non Lancar

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar
Ep 6651801037 dan Rp.40.818.625. Aset Lainnya merupakan aset
yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset
Tetap. Aset Lainnya pada Badan Kebijakan Transportasi terdini dari Aset

Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.192 364 000
dan Rp. 2.027.384.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat
diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud
fisik.

No. Uralan MNllal
7 [Software K.Omputer Hp 1,192 364 000
2 [Lisensl Fp =
3 |Hasll Kallan/Penellflan Ep -
Jumiah Nilal Rp z . 0

Tabel C. 28 Rincian Aset Tak Berwujud
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Dana Yang Dibatasi
Penggunaarnnya
Rp. 6.645881 489

Saldo per 31 Desember 2024 Rp 2.027.384.000
Mutasi tambah:

Pembelian Rp -
Reklasifikasi Masuk Rp -
Mutasi kurang:

Reklasifikasi Keluar Rp 835.020.000
Saldo per 31 Desember 2025 Rp 1.192.364.000
Akumuiasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025 Rp (1.192 364 000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025 Rp -

Tobel C.29 Mutasi Aset Tak Berwujud
Mutasi kurang berasal dari penghapusan Aset Tak berwujud pada satker Pusat
Kebijakan Sarana Transportasi sebesar Rp.263.950.000, dan Pusat Kebijakan
Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebesar Rp.571.070.000. terlampir
rincian Aset tak berwujud di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Satuan Kerja Tahun 2025

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi 1.192 364000
Pusai Kehijakan Sarana Transportasi -
Pusat Kehijakan Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda -
Pusat Kehijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan -
Pusat Kehijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi -

Jumiah 1.192.364.000

Tabel C.30 Aset fak berwuwjud per satker

C.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai perolehan Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024  adalah masing-masing sebesar
REp 6645981489 dan Rp. 0. Dana yang dibatasi penggunaannya
(restricted cash) adalah kas atau setara kas vyang alokasinya
dikhususkan untuk tujuan tertentu, seperti jaminan kontrak, rekening
dana reboisasi. dana abadi, atau dana moratorium, sehingga tidak bisa
digunakan untuk operasional harian. Dana ini disajikan terpisah dari kas
operasional dalam neraca, dikiasifikasikan sebagai aset lancar atau tidak
lancar tergantung jangka wakiu penggunaannya. Rincian dana yang
dibatasi penggunaannya berasal dari penampungan pembayaran
kontrak akhir tahun (yang berkahir 31 Desember 2025) menggunakan
skema RPATA yang kemudian dilakukan pembayaran di bulan januan
2026 pada 3 satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dengan

rncian sebagai benkut:



Satuan Kerja Tahun 2025

Sekretariat Badan Hebijakan
Transportasi 2233.331.432
Pusat Hebijakan Sarana T ransportasi 2
Pusat Kebijakan Prasarana

Transportasi dan Integrasi Moda 208.532.800
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan
Anglkutan T ransportasi 8.208.117.457

Pusat Kebijakan Kesslamatan dan
Feamanan Transportasi -

Jumilah 6.645 981 489
Tobel C.31 Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Utang Kepada Pihak Ketiga 3Sekretanat Badan Kebijakan
Transportasi berupa pembayaran RPATA atas penyelesaian konirak
jasa pegawai oulsourcing bulan Desember 2025 yang telah
dilakukan pembayaran pada tanggal 7 Januarn 2026 dengan nomor
SP2D 261330000000533 sebesar Rp. 233.331 432,

Pusat Kebijakan Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda

Utang Kepada Pihak Ketiga Pusat Kebijakan Prasarana Transporiasi
dan Integrasi Moda berupa Pembayaran RPATA Termin 2 aias
Kontrak Nomor PJ-PKPTIM 2 Tahun 2025 untuk Kontrak Swakelola
Tipe 1l Pengadaan Pekerjaan Surveli Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Dan Pelayanan Transporiasi Pada
Angkutan Natal 2025 Dan Tahun Baru 2026 yang berakhir kontrak
per 30 Desember 2025 dan telah dilakukan pembayaran pada
tanggal 7 Januan 2026 dengan nomor SP2D 261330000000453
sebesar Rp.206.532 600.
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
Utang Kepada Pihak Ketiga pada Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan
Angkutan Transportasi berupa Pembayaran RPATA atas 3 kontrak
Pengolahan dan Analisis Pergerakan Orang Berdasarkan Mobile
Positioning Data (MPD) yang berakhir kontrak per 31 Desember
2025 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 15 Januan 2026
dengan rincian sebagai berikut:
1. PT Telekomunikasi Selular, nomor SP2D 261330000002796
dengan nilai kontrak Rp. 1.475.000.001.
2. PT. Indosat Tbk, nomor SP2D 261330000002798, dengan nilai
kontrak Rp.2.622 117 456
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Aset [ ain-Lain
Fp. 286.213.400

Akcumulasi
Penyusutan dan
Amaortisasi Aset
Lainnya

Rp. (1.472.757.832)

3. PT. XL Axiata Tbk, nomor SP2D 261330000002797, dengan nilai
kontrak Rp. 2.109.000.000.

C.4.3 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
adalah Rp. 286.213.400. dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan Barang
Milik Negara (EMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi
digunakan dalam operasional Badan Kebijakan Transportasi serta dalam
proses penghapusan dari BMN. Aset lain-lain terdin dari Aset Tetap yang
tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan Aset Tak Berwujud
yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.

Saldo per 31 Desember 2024 =

Mutasi tambah:

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
Mutasi kurang:

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi
Penghapusan Dengan Cara Pemusnahan
Koreksi Pencatatan (BEMN yang dihentikan)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan
penggunaan aktif

Penghapusaq Aset Ttlatap yg tidak digunakan 286.713.400
dalam operasi pemerintah

Saldo per 31 Desember 2025 286.213.400
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025 (280393 852)
Nilai Buku per 31 Desember 2025 5.819.548

Tabel C.32 Rincian Mutas: aset lain-lain

Aset tetap yang ftidak digunakan dalam operasional pemerintahan
terdapat pada satker Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan
Transportasi sebesar Rp. 262953900, dan Pusat Kebijakan

Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebesar Rp. 23.259.500.

C.4.4 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain per
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing
sebesar Rp. Rp. (1.472.757.852) dan Rp. (1.986.565.375) Akumulasi
Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang
disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025
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Kewajiban Jangka
Pendek
Rp.6.645.581.489

Uang Muka dari
KPPN Rp. 0

Utang kepada Pihak
Keliga
Rp. 6.645.851.489

adalah sebagai berikut:

ho Asat Lainmya Nilzi Peroietian Arorlised Nilai Buku
& |Asel Tak Berwujud 1.162.364.000 -1.152 364 000 i)
Jumizh 1.152 364.000 -1.192 364 000 i)
B |Asellain-iain J86:213.400 -250.393.852 5219548
Jumizh 286.213.400 -2801.353 852 5819548
Total 1478 577 400 1472757 850 530548

Tabel C.33 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amaortisasi Aset Lain Lain

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemernntah yang
timbul dan penstiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau
jatuh tempo dalam wakiu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
Kewajiban Jangka Pendek Badan Kebijakan Transportasi per 31
Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar
Rp 6.645981489 dan Rp.0

C.5.1 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dan KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau
Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang
muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara
Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka dan KPPN per
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar
Rp0.dan Rp 0.

Satuan Kerja Tahun 2025

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi -
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi -
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan integrasi Moda -
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi -
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transporiasi -

Jumiah -
Tabel C.34 Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN per satker

C.5.2 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024 masing-masing sebesar Rp. 66459381489 dan Rp.0. Utang
kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar

dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu
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kurang dan 12 (dua belas bulan). Adapun Rincian Utang kepada FPihak
Ketiga per 31 Desember 2025 adalah sebagai benkut:

Satuan Kerja Tahun 2025

Sekretariat Badan Kebijakan
Transportasi 233.331.432
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi 8
Pusat Kebijakan Prasarana

Transportasi dan Integrasi Moda 206.532.600
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan
Angkutan Transportasi 6.206.117 457

Pusat Kebijakan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi -

Jumlah 6.645.981.489
Tabel C.33 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

+ Sekretanat Badan Kebijakan Transporiasi
Utang HKepada Pihak Ketiga Sekretanat Badan Kebijakan

Transportasi berupa pembayaran RPATA atas penyelesaian kontrak
jasa pegawal outsourcing bulan Desember 2025 yang telah
dilakukan pembayaran pada tanggal 7 Januari 2026 dengan nomor
SP2D 261330000000533 sebesar Rp. 233.331.432.

» Pusat Kebijakan Prasarana Transporiasi dan Integrasi Moda

Utang Kepada Pihak Ketiga Pusat Kebijakan Prasarana Transporiasi
dan Integrasi Moda berupa Pembayaran RPATA Termin 2 atas
Kontrak Nomor PJ-PKPTIM 2 Tahun 2025 untuk Kontrak Swakelola
Tipe 1l Pengadaan Pekerjaan Survel Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Dan Pelayanan Transportasi Pada
Angkutan Natal 2025 Dan Tahun Baru 2026 yang berakhir kontrak
per 30 Desember 2025 dan telah dilakukan pembayaran pada
tanggal 7Januan 2026 dengan nomaor SP2D  261330000000453
sebesar Rp.206.532.600.
« Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi

Utang Kepada Pihak Ketiga pada Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan
Angkutan Transportasi berupa Pembayaran RPATA atas 3 kontrak
Pengolahan dan Analisis Pergerakan Orang Berdasarkan Mobile
Positioning Data (MPD) yang berakhir kantrak per 31 Desember
2025 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 15 Januar 2026

dengan nincian sebagai benkut:
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1. PT Telekomunikasi Selular, nomor SP2D 261330000002796
dengan nilai kontrak Rp. 1.475.000.001.

2. PT. Indosat Tbk, nomor SP2D 261330000002798, dengan nilai
kontrak Rp.2 622 117 .456.

3. PT. XL Axiata Tbk, nomor SP2D 261330000002797, dengan
nilai kontrak Rp. 2.109.000.000.

Utang Yang Belum (C.5.3 Utang Yang Belum Ditagihkan

Ditagitikan
Rp. 0

Litang Jangka
Pendek Lainnya
Rp. 0

Ekuitas
Fp. 60.106.689.685

";Sekretar’tat Badan Kebijakan Transportasi 2

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024 sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Satuan Kerja Tahun 2025

|Pusat Kebijakan Sarana Transportasi -

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda -
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transporiasi -

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transporiasi -
Jumlah -
Tabel C.36 Hincian Utang Yang Belum Ditagibkan

C.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024 masing-masing adalah Rp. 0 dan Rp.0 Utang jangka pendek
lainnya merupakan utang yang berasal dar Utang pajak bendaraha yang

namun belum disetorkan ke kas negara.

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-
masing sebesar Rp. 60.106.689.685 dan Rp. 66.023 433 882 Ekuitas
adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
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Pendapatan PNBF

Rp.37.790.962

Beban Pegawar
Rp. 46.174.873.348

Satuan Kerja Tahun 2025
Sekretanat Badan Kebijakan Transporiasi 67830114574 |
Pusat Kebijakan Sarana Transporiasi 540 458 950
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda 1.321.935.004 |
Pusat Kebijakan Lalu Linfas dan Angkutan Transportasi Perkotaan 163.424 762
Fusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 241.756.305 |
Jumiah 60.106.689.685

Tabel C.39 Rincian Nilai Ekuitas per satker

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah
sebesar Rp.37.790.962 dan Kp. 0. Pendapatan tersebut merupakan
pendapatan dan Sewa Kaniin Pepustakaan Badan Kebijakan
Transportasi sebesar Rp 37 452 500 dan Pendapatan Rumah Dinas
pimpinan yang di akui sebagai Pendapatan Penerimaan Megara Bukan
Pajak sebesar Rp.337.2899.

: %o Naik
TH 2025 TH 2024 (TURUN)

37 750.962 = =

Pendapatan PNEP Lainnya
Pendapatan Jaza

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung
dan Bangunan - - -
Pendapatan Denda Keterlambatan
Penyelezaian Pekerjaan =Y T =
Pendapaian Lain-Lain

37.790.962 = -
Tabe! D.1 Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

D.2 Beban Pegawai
Jumiah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 46.174 8732 348 dan
Rp 41488904 048

URAIAN JENIS BEBAN TH 2025 TH 2024 NAIK [TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS 46.174.873.348| 41.485.504.048 11.29
Beban Honorarium dan Vakasi - - -
Beban Lembur & =
Jumiah 46.174.873.348|  41.488.904.048] 11,29
Tabel [ 2 Perbandingan Hincian Beban Pegawal TA 2025 dan TA 2024
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Behan Persedizan

Rp.622.984 120

Beban Gap Pokok PH3 TH 2025 TH 2024

Sebar Gaji Pokok PRS 12ETE 214642 12 443 032 350
Seban Pambalatan Gajl FAS 104124 188.208
Seban Tunj Susmiilsin PAS T4Z114 780 TAO 441 ITL
Sebar Tun|. Anak PRE 187 £55.470 132 184872
Seban Tunj Stuktural PHS 474.530.000 477.366.000
Behan Tunj Fungssaral PNS 1.425.663.000 1.158.246.900
Seban Tunj PPR PAE 148 BE3 H7R 135880748
Seban Tunj Beras PNS BR0167 480 994568200
Seban Uang Makar PHE 2433964000 1,085 242. 000
Sehan Tunjsngan Umurm PHS 268.399.052 356808318
Seban Gaji Pokok PPPK 1.887 320500 1,045 308200
Sebar Pambaiatan Gaji PRRY 20880 18848
Beban Tunjgngsn Suami'lsTi PPPEK 106 502600 312280
Behan Tunjangan Anzk PFPE I4381 588 ez
Bebhan Tunjangan Fungsional PRPY 194 £30 020 17 3. B8 0000
Seban Tunjangan Baras PFPE B5.870.380 h3:373.540
Seban Uang Mskan PRPH 27300000 110845000
Sehan Tunjzngan Umurm FPPE 41385000 g
Seban Liang Lambr EDR.467.000 200.380.000
Sebar Lang Lambur PPPH 135 965.000 10675008
Seban Pegawsi (Tun@ngar :
Hhusus¥egiaten Hinaris) 21848 B30 T05 Eiidiirah
Sehan Fegawa Tum n
:crus;;_gngamwm}aa"jga PRI 2537757 213 LI

) Jumlzh £6 174873048 A1 458 304043

Tabel 0.3 Perbandingan Rincion Beban Pegawai TA 2025 dan TA 2024
Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk
uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai
MNegeri Sipll (PNS), dan pegawal yang dipekerjakan oleh pemerintah
yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal.

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024  adalah Rp.829.984 120 dan
REp.3.564.800.829. Beban Persediaan merupakan beban untuk

masing-masing sebesar

mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian
Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

adalah sebagai berikut:

URAI&N JENIS BEBAN TH 2025 TH 2024 NAIKITURUN
Beban Persadiaan Konsumsi 820.984 120 3564 800529 [76,72)
Beban Persediaan Bahan Baku - - s
Beban Persediaan Lainnya - - =

Jumiah Beban Persediaan 82998420 | 3.564.300.329 (76,72)

Tabel [ 4 Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan TA 2024
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Beban Barang

dar Jasa

Hp. 34.796.762.922

Beban Persediaan per satker di

lingkungan Badan

Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai benkut:

Satuan Kerja Tahun 2025
Sekretaniat Badan Kebyjakan Transportasi 626 904 4l
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi 25 084 890
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda 50.314 050
Pusat Kebyjakan Lalu Lintas dan Angkutan Transporiasi 75482 800
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 44197 950
Jumiah 829.984.120

Kebijakan

Tahe! .5 Rincian Beban Persediaan per satker

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember

2024 adalah masing-masing sebesar

Rp.34.796.762.922 dan

Rp. 63.275.197 557. Beban Barang dan Jasa terdiri dan beban barang

dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban

yang ftimbul karena penggunaan

menghasilkan aset tetap.

alokasi belanja modal yang tidak

Beban Barang dan Jasa TH 2025 TH 2024 Ti.t'ltiﬂﬁﬁ

Beban Keperiuan Perkantoran 9254 412 542 10655953988 | -13.2%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 0 365.578:500 -100,0%
Beban Honor Operasional Satuan Keria 453.544.000 406.975.000 0,0%
Beban Barang Operasiona Lainnya TO.800.000 925.137.000 82 3%
Beban Bahan 1:324.833 438 5 660 914.035 TV, 4%
Beban Honor Qutput Fegiatan 144 751000 329.500.000 0.0%
Beban Barang Mon Operasional Lainnya 696.120.313 4 180,540,871 -63,3%
Beban Langganan Lisirik 3947 111.538 4.250.027 825 -7, 1%
Beban Langganan Telepon 213 901.275: 255.0973.673 -1,0%
Beban Langganan Air 350.966.600 251.159.900) 55, 3%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 378904170 78072547 -a1,5%
Beban Jasa Konsultan 6.094.534 318 15106134250 | -59,7%
Beban Sewa 1.001.404.779 2140 114230 -53.2%
Beban Jasza Profesi 745.070.031 4222 617,000 -B2.4%
Beban Jasa Lainnya 10.380.731.497 14224 510.734
Beban Aset Eksirakomtabel Peralatan dan Mesin 12.247.420 17935000 -27.0%

' Jumiah 34.796.762.922 | 53.275.197.567 | 20.78%

Tabel D.6 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2025 dan TA 2024
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Beban
Pemeliharaan
Hp. 5155430 537

Beban Feralanan
Binas
HRp.2 672718 108

Satuan Kerja Nilai |

Sekretanat Badan Kebiakan Transportasi 17909 668094
Pusat Kebijakan Sarana Transporiasi 795205 542
Pusat Kehijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda 1.866.715.263
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi 13.342 635 891
Pusat Kehijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Ba2 388032
Jumlah 34.796.762.922

Tabe! [}.7 Rincian Beban Barang dan Jasa per satker

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
adalah  masing-masing sebesar Rp. 5155430537 dan
Rp. 9491677067 Beban pemeliharaan merupakan beban yang
dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang
sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan Beban pemeliharaan
karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan
kapasitas atas aset-aset lama. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun
2025 dan 2024 adalah sebagai benkut

% Maik

URALAN TI'IZﬂlh'i TH 2024 | (TURURY

Beban Permeliharaan Gedung dan Bangunan = 312347 F190096. M0 | -S4 4%

Behan Pemelinaraan Peralatan dan Mesin 18751181680 2301580307 | -185%
Behan Pernediharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 00%
Behan Persediaan bahan untuk-permediharaan - - 00%

Jumish 5155430537 | SA9LETT.060 | 457%

Tabel 0.8 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024

Beban pemeliharaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan

Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai benkut:

Satuan Kerja Nilai
Sekretanat Badan Febijakan Transporiasi 4. 274102454
Pusat Febijakan Sarana Tranzportasi IM2.976.70
Pusat Kebijakan Prasarana Transportas! dan Integrasi Moda 240,137 623
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transporasi 120.553.321
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transpodasi 207.653 348
Jumiah 5.155.430.537

Tabel 0.9 Beban pemeliharaan per saiver

D.6 Beban Perjalanan Dinas
Beban Penalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2672.718.108 dan
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Beban Barang
untuk Diseratikan
rkepads
Masyarakat

Fp. O

Rp.63 405671575 Beban tersebut adalah merupakan beban yang
terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi,
dan jabatan. Penurunan Beban perjalanan dinas disebabkan oleh
menurunnya frekuensi peralanan dinas akibat adanya efisiensi
anggaran.

Beban Perjalanan Dinas per satker di lingkungan Badan Kebijakan

Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja Nilai
Sekretaniat Badan Kebijakan Transportasi 1.616.545988 |
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi 142 671166
Pusat Kebijakan Prasarana Transporiasi Moda 317457 496 |
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Tranporiasi 11.784.552
Pusat kebljakan Keselamatan dan Keamanan Transporiasi 584058906 |
Jumiah 2.672.718.108

Tabel 010 Beban Perjalanan Dinas per satker

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah

sebagal benkut:

Behan Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri 2143437 954 04 3%

% Maik
TH 2025 TH 2024 St

Biebian Perjalanan Dinas Biasa 84,414 27Aa37as 408 | 85 2%
Behan Perjalanan Dinas Dalarn Kota BoE7IAGSZ | O1E%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 772,235 %6 10500018292 |  G16%
Behan Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota .@ﬁ;ﬁﬁ 08RG AE2 405 |  078%

Behan Perjalanan Binas Tetap - Luar Negeri | - 23135510 00%

10.435875

Seban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri B13.347 982 =08 7%
2.672.718.108 63405671578 | 95.8%
Tabel D 11 Perbandingan Rincian
Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing
sebesar Rp. 0-dan Kp. 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan
beban pemenntah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat
yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dengan nncian sebagai
berikut
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Beban Bantuan
Sosial Rp. 0

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.6.412.500.577

URAIAN JENIS BEBAN TH 2025 TH 2024 mﬂﬁ%
Beban Persediaan pita askai materai dankeges b | o oo
Beban Barang Lainma unti Disermhkan kzpada 0 ol oo0
MasyarakatPemia | :
Jumiah ] o o

Tabel 012 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA
2025 dan TA 2024

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Saosial pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Ep. 0. Beban bantuan sosial
merupakan beban pemerniniah dalam bentuk uang/barang atau jasa
kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

% Maik
{TURUN])
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial - - =
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial I = = 2
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayzan Sosial - - -

Jumlah = 5 :
Tabel D13 Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2023 dan TA 2024

URAIAN TH 2025 TH 2024

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumiah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk pada 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp.6.412 500.577 dan Rp. 7.824 383 995.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assels) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi
penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban
FPenyusutan dan Amortisasi per satker di lingkungan Badan Kebijakan

Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai bernkut:
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Beban Penyisihan
Piutang Tak
tertagih Ro. 0

Surplus dar
Kegiatan Non
Operasional
Hp. 23.250.100

Satuan Kerja Tahun 2025
Selretariat Badan kKehbijakan Transporiasi 5229211304
Pusat Kebijakan Sarana Transporiasi 316.637.050
Pusat Kebijakan Prasarana Transporiasi dan Inftergrasi Moda 569.753.505
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transporiasi 111.490.605
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 185.408.023
Jumlah 6.412.500.577

Tabel D.14 Rincran Beban Penyusutan dan Amortisasi per satker

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024

adalah sebagai berikut:

% Naik
TH 2025 TH 2024
T = — m—— l-m
Befian Fenyusutan Peralatan dan Mesin | 47102339395 | 5981.073.240 -21.2%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1276634 768 | 1265421032 09%
Beban Pemyusutan laringan 383932472 183532 473 f.0%
Beban Amortisasi Software A0 B18.625 153 957350 -9, 0%
Beban Penyusutan Aset Tetap TDOP 1§ FTE31T - 0,0%
: 6A412.500.577 | 7.834.383.995 -18 04%-
Tabel D.15 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025
dan TA 2024

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk
mencatat estimasi ketidakiertagihan piutang dalam suatu penode.
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan
REp. 0.

URAIAN JEMIS BERAN TH 2025 TH2024 | Matk (TURLN]

Bahiar Penyisinan Piutana Tak Tertagin - Piutang Lancar 0 = z
Bebar Penyisian Piltang Tak Tertagih - Piuting Mon Lancar |0 = = E
Jumizh = = 2

Tabel .16 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Terfagih
TA 2023 dan TA 2024

D.11 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dan Kegiatan MNon Operasional terdin dan
pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan
tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dan Kegiatan Non
Operasional pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah

sebagai berikut:
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FPos-Pos Luar Biasa
Rp. 0

URAIAN TH 2025 TH 2024

Belania Modal Tanzh 0 0
Surphus/Defisi Pelepasan Aset Lancar 015390 | 05T
Pendapalan Pelepasan Asel Lancar 205.145.100 86,903,400
Beban Pelepasan Asel Non Lancar 245,300,000 1.089.426. 117
Defisit Selisih Kurs 0 0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainya 53,404,000 1118.387.997

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainya - E

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 23.250.100 115.865.280
Tabel D. 17 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA
2025 dan TA 2024

") Pendapatan/Beban dari kegiatan non operasional lainnya merupakan
Penyesuaian Nifai Persediaan yang timbul karena kebijjakan penilaian
persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun iy
trdak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First
In First Out (FIFQ) mulai tahun 2019,

FPos Surplus/Defisit Dan Kegiatan Non Operasional per satker di
lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember
2025 bernkut:

Satuan Kerja Mikai
Sekrefariat Badan Kebijakan Transportasi 6.2 900.000
Puzat Kebijjakan Sarana Transporiasi T2 183.000
Puzat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Infegrasi Moda -
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkulan Transporiasi - 212 630000
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 100.797 100
Jumlah 23,250,100

Tabel D. 18 Pos Surplus/Defisit Dan Kegiatan Non Operasional per satker

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdin dan pendapatan dan beban yang
sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta
di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

%a NAIK

URAIAN TH 2025 TH 2024 (TURUN]
Belanja Modal Tanah 0 0 0.00
Pendapatan PNBP i i 0.00
Heban Peralanan Dinas 0 0 0,00
Beban Persediaan i 0 0.00
DefisitPos Luar Biasa o o o
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Tabel D 19 Perbandingan Rincian Fos-pos Luar Biasa TA 2025 dan TA 2024

Surplus/(DefisiiLO D.13 Surplus/(Defisit) LO
Rp. (95.981.228 550)

Surplus [ (defisit) LO merupakan pendapatan atau beban yang terdapat
pada entitas. Rincian Surplus / {defisit) LO per 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024 sebesar Rp.(95.981.228 550) dan
Rp.(188.934.769.794).
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Ekuitas Awal
Rp. 66.023.433.882

Defsit LO
Rp (93.981.228.550)

Koreksi yang
Menambahy
Mengurangi Ekuitas
Rp.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Milai ekuitas pada tanggal 1 Januan 2025 dan 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp. 66.023. 433 882 dan Rp. 68.086.519.093

Ekuitas awal per satker di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

sebagai benkut:

Satuan Kerja Tahun 2025
Selretaniat Badan Kebijakan Trarsportasi £2 318 551938
Pusat Kebigkan Sarana Transportasi 867 055.040
Pusat Kebijakan Prasarana Transporiast 1892 319139
Pusat Kebigkan Lalu Lintas dan Anghutan Transpartasi Perkotaan 518 502.167
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 427 005 598
Jumiah 66.023.433.882

Tabel E. 1 Ekuitas awal per satker

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp.(95.981.228 550) dan
Rp.(188.934 769.794) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumiahan
selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non
operasional, dan kejadian luar biasa. Defisit LD per satker di lingkungan

Badan Kebijakan Transpaortasi per 31 Desember 2025 sebagal berikut:

Satuan Kerja Nilai
Sekretariat Badan Febijakan Transportasi (TE.T732.622.220)
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi (1.520.882.388)
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda (3.050.3753.027)
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Anghlutan Transportasi (13.874.836.708)
Pusat Kebijakan Hesslamatan dan Keamanan Transportasi (1.802.900_180)
Jumiah (95.981.228 550)

Tabel E.2 Defisit LD per satker

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Transaksi Koreksi yang Menambah/Mengurang! Ekuitas untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar
Rp.0 dan Rp 33.696.000. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

adalah penjumlahan selisih antara penyesuaian nilai aset, koreksi atas
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Penyesuaian Nila
AsetRp. 0

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp. 0

Koreksi Afas
Relkiasifikas:
Rp. O

reklasifikasi, koreksi nilai aset non revaluasi dan lain lain pada tahun
berjalan. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per satker di
lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2025

sebagai berkut

Satuan Kerja Nilai

Sekretariat Badan Hebijakan Transportasi -
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi -
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi -
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan -
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Jumiah -

Tabel E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per satker

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 dan
Fp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai

persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilal Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan
yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang
terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilal persediaan
untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-
masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Koreksi Milai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai

bernkut:

Jenis Persediaan Koreksi

Barang Konsumsi -
Suku Cadang =
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan -
Barang Persediaan Lainnya -

Jumiah =

Tabel E. 4 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan
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Selisth Revaluasi
Aset Telap
Rp 0

Koreksi Aset Naon
Revaluas:
Rp. 0

yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan Klasifikasi
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang ferjadi pada periocde
sebelumnya. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2025 dan

31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. O-

Jenis Aset Tetap Nilai Koreksi
Koreksi Reklasifikasi Aset Tak Berwujud -
Koreksi Rekiasifikasi Peralatan dan Mesin ~
Jumiah =
Tabel E.5 Rincian Korers! Atas Rekiasifikas:

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat
dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk
periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 dan
Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi kareksi nilail aset tetap dan aset

lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Jenis Aset Tetap Nilai Koreksi

Koreksi Nilal Aset Mon Revaluasi -

Koreksi atas Reklasiiikasi Persediaan/asel Tetap/éset Lainnyg -

Jumiah -

Tabel E 6 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluas:

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per satker di lingkungan Badan

Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berkut:

Satuan Kerja Tahun 2025

sekretariat Badan Kebijgkan Transporiasi -
Pusat Febijakan Sarana Transporiasi -
Fusat Kebijakan Prasarana Transportasi -
Pusat Kebiigkan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan -
Pusal Kebiiakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi -

Jumlah |
Tabel E.7 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per satker
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Koreksi Lain-lain

Rp. 0

Transaksi Antar
Entitas
Rp. 90 064 4584 353

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk penode yang berakhir pada 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 00 dan Rp. {0 Koreksi ini
merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain
koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah,
piutang dan utang.

Koreksi lain-lain terdiri dari;

Jenls Beban Jumilah Koreksl
Koreks! Beban =
Koreksl Pendapatan -
Koreks! Plutang -
Koreks! Kewallban =
Koreksl Hibah =
Koreksi Lalnnya -
Jumiah

Tahel E.8 Rincian Koreksi L ain-Lain

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk peniode yang berakhir pada 31
Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing
sebesar Rp.90.064 484 353 dan Rp. 186.837 988 583 Transaksi antar
Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang
berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas MNitai
Ditagihkan ke Enfitas Lain 80.370.825 415
Diterima dari Enlifas Lain (306.341.062)
Transfer Masuk -
Transier Keluar -
Pengesahan Hibah Langsung -
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Jumiah 90.064.484.353

Tabe! E.8 Rincian Milai Transaksi Antar Entitas
MNilai Transaksi Antar Entitas per satker di lingkungan Badan Kebijakan
Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai benkut
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(DDEL)/(DKEL)
Rp (306 .341.062) ¢
Hp. 80.370.825.415

TransferMasuk/
Transfer Keluar
Rp 0/ Rp.0

Pengesahan Hibah
Langsung &
Pengembalian
Hibah Langsung
Rp 0 &Rp.Q

Satuan Kerja Tahun 2025
Sekretanat Badan Kebyakan Transporiasi 71.244 184 865
Pusat Kebijakan Sarana Transporiasi 1.203.086 308
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Iniegrasi Moda 2479993982
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi 13.519.559.301
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 1617 629 897
Jumlah 90.064.484.353

Tabel E.10 Nilai Transaks: Antar Entitas per satker

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain
(DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan

transaksi antar eniitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang

melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2025 DDEL sebesar

Rp.(306.341.062) sedangkan DKEL sebesar Rp. 90.370.825 415

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan
aset’kewajiban dan satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar
KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk/Transfer Keluar
posisi 31 Desember 2025 Rp.0.

E.43 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian
Pengesahan Hibah Langsung

Fengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan
hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan
pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan
Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar
Rp0. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan
transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.
FPengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31
Desember 2025 adalah Rp.0.
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Ekuitas Akhir
Rp.60.106.689 685

; ; Bentuk Nilai
= LR Hibah Pengesahan
1 | Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta Uang Rp -
2 | Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta Uang Rp -
Barang Rp -
Total Pengesahan Rp )
Pengesahan Pengembalian Hibah Rp -
Jumilah Rp .

Tabel E 11 Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2025

E.5 Ekuitas Akhir

MNilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
adalah masing-masing sebesar Rp.60.106.689 685 dan
Rp.66.023.433.882.

Nilai ekuitas akhir per satker di lingkungan Badan Kebijakan
Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai benkut:

Satuan Kerja Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebiiakan Transportasi 57830114574
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi 545 458 5850
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda 1.321,935.094
Pusat Kebijakan Lalu Linias dan Angkutan Transporiasi 163,424 762
Pusat Kebijakan Kesalamatan dan Keamanan Transportasi 241.756.305
Jumlah 60.106.689.885

Tabel E.12 Nilai ekuitas akhir per satwer



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
Tidak ada

F.2 REKENING PEMERINTAH

Daftar rekening pemerintah di ingkungan Badan Kebijakan Transportasi

terdapat 5 (lima) satuan kerja dengan jumlah rekening masing-masing

telah mendapat persetujuan dan KPPN Jakarta IV atas nama masing-

masing Satuan Kerja Eselon |l di satuan kerja terkait.

Mo Kantor/Satuan Kerja Momor Rekening Bank
1 2 ] 4
Sekretariat . Badan Kebijakan R Bank. )
Tranzportasi Mandiri
Bank
Wandiri
ENI
BE81542825511000 | Cabang

Harmoni

Bank
Mandiri

1

2 |Pusat Kebijakan Sarana Transpo| S100122885441000

Pusat Kebijakan Prasarana
Transporiasi dan Integrasi Moda

Pusat Kebijakan Lalu Lintas
4 |Angkutan dan  Transporiasi| 8100124142671000
Perkotaan
Pusat Kebijakan Keselamalan Bank

5 B 2100126341711000 1=
dan Keamanan Transportasi Mandin

Tabel F.1 Daftar rekening pemerintah di lingkungan Badan Kebijakan

Transportasi
Berdasarkan surat permohonan Perubahan Nama Rekening Induk dan
Rekening Satker pada PT. BNl (Persero) Tbk. MNomor
KUZ202/01/03/BKT/2024 tanggal 17 Januan 2024 uniuk satker yang
menggunakan rekening BNI dan Nomor KU .202/01/02/BKT/2024 tanggal
17 Januar 2024 untuk satker yang menggunakan rekening Mandiri
Pembukaan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker (Virtual
Account) telah disetujui oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan
sesual Surat MNomor S-3039/KFPN.1204/2024 untuk satker yang
menggunakan rekening BN| dan Nomor 5-3392/KPN.1204/2024 untuk
satker yang menggunakan rekening Mandir dengan rincian perubahan

sebagai berikut:
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Pdo Kantor/Satuan Kera lHomor Rekening Bank
i E E] 3
RKK BALITEANG
1 |Badan kabijskan Transportasi |PERHUBLUNGAN 2’“‘ E::':"J:L ;RP':”S
EEMEN HUB OPS =
: BPG 133 SEK
. Sekretariat Badan A e BPE 133 SEK BAKAN
kK.ebijakan Transpor@si KEME”' NB S TRANS KEMENHUB
B BPG 133
3 H‘EE‘TKE"‘JE'RE‘” Sarana o) cvrRuAKAN BPG 133 PUSKAN LATP
arepenes! TRANSPORTASI TIF
- BFG 133
. ':.”531 : :Entéﬁaiad:f;aﬁ’;? PLISKEBIIAKAN BPE 133 PUSKAN
anspo Mod =g TRANSPORTASI SARANA TRANS
TLSDP
Pussat Hebijakan Lalu Lintas |BPG 133
: BPEG 133 PUSKAN PRAS
5§ | Angkutan dan Transportas] [TRANSPORTASE Fee
Perkotaan UDARA
FPusat Kebijakan BRE 133
BPG 123 PLEKAN
a Keselamatan dan PLISKEBLLAKAN
: KSLIMN DAN TRANS
Feamanan Transportasi | TRANSPORTAS]

Tabel F.2 Satker yang menggunakan rekening Mandin

F.3 Catatan Pengungkapan Penting Lainnya

1. Pejabat Pengelola Keuangan

Rincian Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kebijakan
Transportasi Tahun 2025 sebagai benkut:

Satker / Jabatan Mama | Periode Jabaten
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi
Kuass 'Pnr@.m: Aﬁﬁamn Capt Aviriento Suratno, S.Pd., M.k Yanuaris.d Maret 2025

Wicaksono ndarto, 5.T,. M.T.

Maret =d Juni 2025

Rizal 5T. MA

Juni s.d Des 2025

Pejabat Pembuat Komitman

Fallen Restu Pradika, 5.4k

Ianuari s.d Des 2025

Anm:n Pitzsloka, 5.M

Januan s.d Des 2025

Pejabat Penanda Tangan/ Panguji SPRA

Raphagl Eldy Pratama Yohanes, 5T.

Januari s.d Des 2025

Bendahars Anands Aubz Nurunniss', &.F.EbB N, Januar s.d Des 2025
Pusat Kebijjakean Sarana Transportasi
Husss 'Pnnﬂuna Anﬁs:mn Ir. Suramto, AT, M.T. Jaruari s.d Des 2025

Fejabat Pembuat Komitman

Agung Wicaksono, EH.

Ianuari 5.d Des 2025

Priabat Fananda Tangan/ Panguji 5PN

Dhidok Sencoko, A.kd.

lanuar s.d Des 2025

Bendahars Muhammad Rizal Januan s.d Des 2025
Pusaz chu'hk_qn Prasarans Truns_pmhsi dan lm:cE_mi Moda
Kusss Pnnﬁun: ﬁ:ﬁ:mn Capt. Novyanto Widadi, 5.AF., MM, M.Tr.T., CGRE. fanuar s.d Des 2025

Perjabat Pambuat Komitman

Ahmad Ehozali Rizal, 8. Kom

Jamari s.d Des 2025

Prjabat Penanda Tangan/ Panguji SPRA

Mzys Mirmalks Oktawviani, A Md

Farmuan s.d Des 2025

Sendahara

Nur Cholifah Rehrmani

Ianuari z.d Des 2025

Pussr Kebijjaken Lalu Lintes Angkutsn dan Transporms Perkotmen

¥uasa 'Pnnﬁ.m: .ﬂuﬁamn

Marwanto Hemu Santoso, ST, M. T

Januan s.d Mai 2023

M. Aref Affandi M. Acc., CA

Mg s.d Juni 2025

Pejabat Pembuat Komitman

Hartono, 5. 8p., M. M. Tr

Januan s.d Des 2025

Pejabat Pananda Tangsn/ Panguji 5P

Rizky Amanda, 5 E

Ianuari s.d Des 2025

Bendabara

Mefy Sringoringo, 5. E

Januarn s.d Des 2025

Pusat Ke

kan Keselamatan dan K n T sportasi

Kuass Pangguna Arggaran

Jumardi, 5.T., MT.

Jammn s.d-April 2025

Kuzsas PGnEun: .ﬁd’.‘ﬁ?mﬁ

Bernadatie E.5 Mayashanti

Wizl =.d Des 2025

Peiabat Pembuat Komitman

Yulizna Permatasari

Januan s.d Jum 2025

Prjabat Penanda Tangan/ Penguji 5P Angela Christaliz Jamari s.d Des 2025
Bandahars Aminullah Januari s.d Juli 2025
Bendahara Wuri D Handayani Agustu s.d Dex 2025

Tabel F.3 Rincian Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kebijakan
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2. Pengungkapan Lain-lain masing-masing satker:

a. Sekretaniat Badan Kebijakan Transporiasi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat
Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2025
Nomor: SP DIPA-022.11.1.288752/2025 tanggal 12
Desember 2025 | dan telah dilakukan revisi DIPA
sebanyak 3 kali.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi melakukan
koreksi SPM dari akun 522141 ke akun 523111 NO SPM
0041 TA 2025

b. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

FPusat Kebijakan Sarana Transportasi per 31 Desember
2025 telah melaksanakan revisi DIPA ke 5 dalam rangka
perubahan anggaran dengan nomor revisi DIPA terakhir
SP DIPA-022.11.1.288944/2025 Revisi ke 5 pada
tanggal 13 Oktober 2025 Dengan Tujuan Ferubahan

Rencana Penarikan Dana Dalam Halaman [l DIPA.

c. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Dafitar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat
Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP-DIPA-
022.11.1.288951/2025, tanggal 2 Desember 2024

sampai ini telah dilakukan revisi sebanyak 7 kali.

d. Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat
Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Tahun
Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-022 11.1.414267/2025
tanggal 2 Desember 2024 dan telah dilakukan revisi
DIPA sebanyak 18 kali.

Terdapat Perubahan Nomenklatur dari Pusat Kebijakan
Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan
menjadi Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan

Transportasi.
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e. Pusat Kebjjakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
« [Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat
Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportiasi
Tahun Anggaran 2025 Momor: 5P DIPA-
022 11.1.634171/2025 tanggal 02 Desember 2024 telah

malaksanakan revisi sebanyak 10 kali.

3. Kegiatan Prioritas Nasional

a. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Tidak Ada

b. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
Tidak Ada

c. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi
Moda

Pada tahun 2025 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan
Integrasi Moda melakukan kegiatan program prioritas nasional
(Strateqis), sebagai berikut:

1) Prioritas Nasional V
Untuk Prioritas Nasional V pada Pusat Kebijakan Prasarana
Transportasi dan Integrasi Moda di antaranya melalul program
prioritas  Sistem Transportasi Pendukung Logistik yang
dikembangkan pada 2 kegiatan dengan rincian sebagai bernkut:

a) Prioritas Nasional terkait Observasi Tatanan Transportasi
Kawasan Aglomerasi di Ibu Kota Nusantara dan Evaluasi
Kebijakan Dukungan Infrastruktur Transportasi dalam
Peningkatan Pariwisata MNasional dengan rincian pagu
anggaran masing-masing Rp.413.337.000 dan Rp. 474 82500

dengan realisasi 0% dikarenakan blokir efisiensi Inpres 1 Tahun

2025

f. Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan
Tidak Ada

g. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Tidak Ada
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BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
JIl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat, 70770

' @ baketrans.dephub.go.id
Ed baketrans@kemenhub.go.id

0 OO boketrans




LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2025

Tol.Data - 140528 6:36 AM
TolCetak - 07726 10:43 AM

UAPB : 022  KEMENTERIAN PERHUBUNGAN a0
UAPPB-E1: 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI A N N W (.
AKUN NERACA JUMLAH
KODE URAIAN
1 2 2

117111 Barang Konsumsi 6,203,030
132111 Peralatan dan Mesin 43 243 630,228
133111 Gedung dan Bangunan 48.664 878 853
134113 Jaringan 13,687,694 174
135121 Aset Tetap Lainnya 2,506,522 165
137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (35,662 174 439)
137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (9,844,074 316)
137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan {2.501,609,598)
162151 Software 1,192,364,000
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 286,213,400
169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam (280,393,852)
169315 Akumulasi Amortisasi Software (1,192.364,000)

JUMLAH

60,106,689,685




LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA -ESELON |
INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

TglData : 14/05/26 6:36 AM
UAPA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tanggal - O7/0TI26 10:42 AM

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTAS

UAPA-Es1 1 Halaman 1

Kode Lap : lap bmn_susut infra_kel esi poc

AKUN NERACARELOMPOK BARANG SAL DD 37 DESEMBER 2125 - ALIDITED
AHLUBULAS] PENYUZUTAN
RODE LIRAIAN MILAI PEROLEHAN HILA| B
SALDC AAL MUTASE PENYUSUTAN TOTAL
1 2 4 5 & T=5+8 E=d-T

132111 |Peralatsn can Masin 43,243 630,326 {41,262,335,361) 5,600, 164,542 [5.E62,174,433) 7,551,455, 785
b1 h [hec] ALAT BANTU 255,779,000 [1.451 8190.243) FI23EE2. T15) |1 T75, 5502 928 490, tE5 072
00 BLAT ANGKLUTAN DARAT BEERMOTOR 10446, 303 0006 (8,360,381, 91) {EA3,353,151) (5,253, T46.065) 1,993, %37 915
i 15 13 ] ALAT BEMEXEL BERMESIN 2 58,500 |54, 028 &35) 27,751, 675) £01,E2% 500) 200 877,000
30302 ALAT BEMEHEL TAK BERMESM 11022075 CELTOE 1) {TEY.L40) [9.E77.TE5) 2344500
IS ALAT LR 0 {1,306 650, 500) 1308, 550,800 F] e
30401 ALAT PENGILAHAN 93,970,000 |23, 452 S00) |23, 45 500} (46, 565.000) £ 885 000
30501 BLAT KANTOR 2085 841.795 [1.B55. B4 425 (190 408, 72| [2064.311.14T) E11.630. 640
0602 BLAT RELIAR TAMGEA B 70619, 25T [, 640 27, THE) {1,214 _565,90ZF) (8,155,645 668) 2605775, 545
00 ALAT STUDEO 3 B9, 453 550 2,561,461, 958} 4451 6EA, 303} [3,3%3,750.300) S7E 343 230
Fen2 BLAT KOMURNHAS] 697,054,500 (4440, 120.202) I FELTOT.102 (B58.412.10a) IR EAS 400
060 FPERALATAN PEMANCAR 1748, 535,540 {1, BE2 TO0, G0 (83539, 402) [1.746, 680.280) 1,585,250
i 110 L PERALATAMN EORMLUMIEASET HAVIEASI 20 020,000 [14.013,959) £1.354 BAT) (15,240 BEG) 467134
30 BLAT KEDOMTERAN J11.055.000 {150,338 200) (£3:053.800) (1823252000 TIRET.000
I0T02 BLAT KESEHATAN LML &, 000,000 { 3500, 000 {000, RN [, D00 000 ) 5]
I0E1 UNIT ALAT LABORATORILIM 361,934 280 $E06 O 0,565 ) 808, 154 465 (257 B51.358) 84,072 BEZ
3083 ALAT LABORATORIUM FIShiA NUKLIR/ELEKTROMIHA 130,154 000 (85800, 05| F.2t2.a88 FEEET.OIT) 51468003
I0E0E BLAT LASCHRATORIUM LIMGELINGAN HIDLER o8, 554 000 |5l TET,000) 513, 500,657 £371.496.143) 17457 G567
D0ENT PERALATAN LARDEATORILS HYDRODIMNAMICA o {468 070, 000) 458070 000 ] i}
30808 ALAT LABCRATORIUM STANDARISAS] KALIBRASIE INSTRUMENTASI i {2, 525800, 000) 2 525500000 i) i}
30802 FPERSENJATAAMN MON SENIATA AR 300,211 400 300,21 1,400) 0 [300.E11.400) i)
a0a0d ALAT KHUSUS HEPQLISIAN TIITAATO (26257 ATD) [1B, 4L BET) (46,583 037 PETOT AN
o0 HOMPUTER UNIT E5a0 218 AGD (47320 800 . QX5 [1.186. 738 514) [E.&05 BT, 239) 1.501.59.00
002 FPERALATAN MOMPUTER o 108 08 851 (3, 58567d.238) 27 418,742 (1973, Z56.057) 258,350,564
31102 ALAT EKSPLORAS] GEOFISIKA 110,071,000 |30, 524, B50) (11,0067, 100) (48,531 350 60,559,050
3501 ALAT DETEKSI i FIGE IT0.000) 308330000 i) i}
604 BLAT KERLA PENERBANEAN 6,143 000 (245572, 250) YEE 626850 (62, 545 300) 3557, 700
J1a07 ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERTIOMNTOHAN o {197,508, 500) 197,554,500 ] i}
1A UNIT PERALATAN PROSES!PRODLESE E3.525.000 (35732814 {7 Bd0.E25) {43 B70.430) 19,851 561
IE RAMBLU-RAMBU LALY LINTAS DARAT 2% 684, T (29,668, TEG) 0 {29,508 THd) e
133111 Gedung dan Bangunan 4EBE45TEEIE| (£.557.439.548) [1,27E.634,7E8) [3.544,074,518) 35,520 804,577
a1 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KEZLIA L0 854,574,803 (0.557.438:548) 1. 276834, TER| (G844 074 398, 38 G20 B 5T
134113 Jaringan 13,657,694 174 (2 117.877,128) {363.532,472) [2.501,505.558) 11,135.884,5TE
=15 1 INSTALASE AR KOTOR BANS,7e7 674 (035,968 260} ET, 1653, 256) {1,003, 156 558 4012638 136
S03068 INSTALASIGARDL LISTRE 519,220,700 (183,073,183 (12822571 (175, T95.TEL) 347454 008
S0z SARINGEAN LIETRIK B 152,665,000 {1 116.057,853) {203,618,645) [1.5327,554.268) B, B30 011,602
135 Asat Tetep Lanny= 2,508,522 165 o o [ 250,522,165




LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA -ESELON |
INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

TglData : 14/05726 636 AM
Tanggal 07726 10:42 AM
Halaman :2

Kode Lap : lap bmn_susut infra_kel esi poc

UAPA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPAEst @11 BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTAS!

AKUN NERACARELOMPOK BARANG SAL DD 37 DESEMBER 2125 - ALIDITED
MUBMULAST PENYLIZUTAN
RODE LIRAIAN MILAI PEROLEHAN HILA| B
SALDD AWAL MUTASH PENYUSUTAN TOTAL
1 2 4 5 & 7546 =47

BO101 BAHAN PERPUSTARAAN TERCETAK 2-508.522 165 o o ] 2,508 532 166
1EE112 Azat Tetap yang tidak digunekan dalam oparzel pemenintshan 238,213 400 [ {280,353,852) [280,333.352) 5513548
IS ALAT LU 262,553,800 0 (367 553,900 (262 B5500) o
D0EEY ALAT LABDRATORIUM FISBEA NUKLIRELEKTROMNIEA 23 204,500 o (17 438,853) £17,438 352) &5 819,546

JUMLAH 108,388,928, 860 151,947 555,955) 3,550,202, 750 {48,228 452 205) E0,100, 486,655




LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON |

INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tol Data - 14/05/26 6:36 AM
UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tanggal - 07/07/26 10:42 AW
UAPPB-E1 : 1 BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTASI Halaman - 1
Kode Lap - lap. bmn_intra_kel es1_poc
T |
MUTAS]
ARUN NERACAKELOMPOR BARANG SALDC PER ® JAMUARI 2025 SALDD PER 31 DESEMBER 2025 - ALTHTED
BERTAMEAH BEEREURANG
HODE LmalAR KLIANTITAS SELAI HLUANTITAS BILA] HUAMTITAS MILAI KLIANTITAS HILAI |
1 2 3 £ 5 £ 7 B g T |
132111 |Peralatan dan Mesin 2,193 53.061,852.050 a7 1,027,757 240 s 10,845.013.102 231 43343 530 228
30103 |ALAT BANTU 2 2,285,770,000 0 ] ] 0 2 2.265,778,000
30201 |ALAT ANCHUTAN DARAT BERMGTOR 45 10,312,413.000 1 283,620,000 1 149,150,000 45 10,445,883 000
30202 |ALAT ANGHUTAN DARAT TAK BERMOTOR ] 0 0 i i ] ] o
30301 |ALAT BENGKEL BERMESIN 5 282 328,500 0 ] ] i ] D&2,838,500
30302 |ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 2 11.822.075 0 ] ] 0 2 11,927 075]
30303 [ALAT URUR ] 1,308,880 800 0 i 5 1,308,680.900 ] i
30401 |ALAT PENGOLAHAN 18 03,870,000 0 ] ] 0 18 93,070,000
30501 [ALAT KANTOR 120 2,340.855.525 12 f2.585.750 2 17 679,500 200 2,385 841 705 |
30502 [ALAT RUMAH TANGGA 1.084 8.258,585.887 B3 554,470,070 12 52 447,700 1.135 8.700.618,237 |
IE01  |ALAT STUDID [ 3.854,364,780 4 27,128,750 ] 0 103 3,501,403 530
30602 |ALAT KOMUMIKASE 73 4,550,713.502 0 ] 4 3,853.555,002 38 697,058,500}
30603 |PERALATAN PEMANCAR 5 1,748,535,540 0 i 0 ] 5 1.748,535,540
30604 |PERALATAN HOMUNIKASI NAVIGAS] 1 20,020,000 0 ] ] 0 1 20,020,000
30701 |ALAT HEDOKTERAN 120 311,853,000 0 ] ] 0 120 311.953,000}
30702 |ALAT KESEHATAN UMLIM 1 4,600,000 0 i i ] 1 4 000,000
30807 |UNIT ALAT LABORATORIUM Il 1,015,224.280 0 ] 1 B53.400.000 3 561,924,220
30803 |ALAT LABORATCRIUM EISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA 17 152,413,500 3 ] B 23 250,500 14 130,154,000
30805 |RADIATION APPLICATION & MON DESTRUGTIVE TESTING ] 0 0 i i ] ] o
30508 |ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP ] 550,204,000 0 ] 3 520,300,000 1 45,054,000
30807 |PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA 1 735,800,000 0 ] 1 735,000,000 0 iH
30808 |ALAT LABURATORIUM STANDARISAS] KALIBRAS & 2 2 525 600,000 0 i ] 2,525 600,000 ] o
30902 |PERSENJATAAN NCN SENJATA AP 5 300,211,400 0 ] ] 0 5 300,211 4001
30804 [ALAT KHUSUS KEPOLISIAN g 73,370,470 3 ] ] 0 2 71.370.470}
31001 |KOMPUTER UNIT 349 £.838.076.800 g 87,872,060 1 16,833,000 354 6.840.216,460 |
31002 |PERALATAN KOMPUTER 141 4,385, 783,661 1 12.000,000 E 200.175.000 138 4,108,808 651
31102 |ALAT EXGPLORASI GEGFISHA 1 110.071.000 0 ] ] ] 1 110,071,000
31501 |ALAT DETEKSI 1 386,330,000 0 i 1 356.330.000 ] i
31504 |ALAT KERJA PENEREANGAN ] 253,143,000 0 ] 1 1E7.000.000 3 f8,143,000
31801 |ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN 1 187.508.500 0 ] 1 107 508500 0 iH
31701 |UNIT PERALATAN PROSESIPRODUKSI 3 65,525,000 0 0 i ] a £, 525,000,
31801 |RAMBLU-RAMBU LALU LINTAS DARAT 75 20,588, 780 0 ] ] 0 75 28,832 780
31601 |PERALATAN OLAH RAGA 0 0 0 ] ] 0 0 i}
133111 Gedung dan Bangunan £ 48 664,878,292 o o e} a L] 48,654 878,892
40101 |SANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 3] 43,054 .876,803 o i i ] 3] 45.664,878,883
134113  |Janingan i 13,687 694,174 0 i i ] i 13.687.694.174
50302 |INSTALASIAIR KOTOR 1 5015,707.674 0 ] ] i 1 5,015,707,874




LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON |

INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data 14105726 636 AM
UAPE : 022  KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tanggal - OTAT/26 10:42 AM
UAPPB-E1 : 1 BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTASI Halaman : 2
Kode Lap - lap. bmn_intra_kel es1_poc
T |
MUTAS]
ARUN NERACAKELOMPOR BARANG SALDC PER ® JAMUARI 2025 SALDD PER 31 DESEMBER 2025 - ALTHTED
BERTAMEAH BEEREURANG
HODE LmalAR KLIANTITAS SELAI HLUANTITAS BILA] HUAMTITAS MILAI KLIANTITAS HILAI |
1 2 3 £ 5 £ 7 B g T |
50308 |INSTALASI GARDU LISTRIK 3 510,220,700 ] ] ] i 3 518,730,700]
50432  [JARINGAN LISTRIK 3 &,152,565,800 ] i i 0 3 8,152 885,300,
135144 Azet Tetap Renovasi (] o o o o (] (] [}
50703 [GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENCWASI ] i i i i ] ] i}
BO0705  |ASET TETAP LAINN'TA DALAM REMCAVASI i ] ] ] ] i i ]
135121 Aset Tetap Lainnya 5120 2,506,522 165 a i i o 5120 2,506,522 165
60101 [BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 5,120 2 506,522 185 ] i i 0 5120 2 506,522 165 |
60801 |BARANG HOLEKSINON BUDAYA ] o o i i ] ] o
166112  |Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi ] ] 76 11.123,535.102 71 10,843.425,702 5 286,243 400
20103 |ALAT BANTU 0 ] ] ] ] i 0 ]
30201 [ALAT ANGHUTAN DARAT BERMGTOR 0 ] 2 432 770,000 2 432 770,000 0 il
30202 |ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR ] i i i i ] ] o
20301 | ALAT BENGHKEL BERMESIN i ] ] ] o i i
20307 [ALAT BENGKEL TAX BERMESIN 0 ] ] i i 0 0 il
30303 [ALAT UKUR ] i E 1,308,590, 340 4 1,045,737.000 2 267,853,900
20401 |ALAT PENGOLAHAN i ] ] ] ] i i ol
30501  [ALAT KANTOR 0 ] 2 17,870 500 z 17,678,500 0 if
30502 |ALAT RUMAH TANGGA ] i 12 52 447,700 12 52 447700 ] o
20801 |ALAT STUDID i ] ] o o i i ]
30802 [ALAT KOMUNIKASH 0 ] 24 3,853,855 ,002 4 3,863 655002 0 if
30803 |PERALATAN PEMANCAS ] o i i i ] ] o
20701 |ALAT KEDOKTERAN i ] ] ] ] i i
30801 [UNIT ALAT LABORATORIUM 0 ] 1 653, 400,000 1 B53.400,000 0 il
30803 |ALAT LABDRATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTROMIKA ] o 3 23,259,500 i ] i 23,256,500
20305 |RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING i ] ] ] ] i i ol
20808 [ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUFR 0 ] 3 521], 300,000 3 520,300,000 0 if
30807 |PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA ] o 1 735,800,000 1 735,800,000 ] o
20808 |ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & i ] 2 2.525,600,000 2 2,525,600,000 i ]
30802 |PERSENJATAAN NGN SENJATA AP 0 ] ] i i 0 0 if
30934 |ALAT KHUSWS KEPOLISIAN ] i o i i ] ] i}
1001 |KOMPUTER UNIT i ] 1 15,832,000 1 15,833,000 i ol
21002 [PERALATAN KOMPUTER 0 ] g 209,175,000 ] 209,175,000 0 il
31501 |ALAT DETEKSI ] i 1 398,330,000 1 386 330,000 ] i}
21504 |ALAT KER.JA PENERBANGAN i ] 1 127,000,000 1 187,000,000 i ol
31801 |ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAM 0 ] 1 157,508 500 1 107 508,500 0 il
31901 |PERALATAN OLAH RAGA ] i ] i i ] ] i}
80101 |BAHAN PERPUSTARAAN TERCETAR 0 ] ] ] ] 0 0 ol




LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON |
INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data 14005726 6:36 AM
UAPB 1 D22 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tanggal - 0707726 10:42 AM
UAPPB-E1 b BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI Halaman -3
Kode Lap - lap. bmn_intra_kel es1_poc
— Y
MUTAS
ARUN MERACAKELOMPOK BARANG SALDC PER 1 JAMUAR 2025 SHALDND PER 31 DESEMBER 2005 - AUTHTED
BERTAMSAH EERKLURANG
|
KODE LIRALAN KLIANTITAS HELAJ KLANTITAS HILA| KLUANTITAS HILA| KLIANTITAS HILAI
1 2 3 i 5 3 7 i o 10 |
60601 |BARANG KOLEKSI NON BUDAYA a 0 0 0 0 a o]
TOTAL 117,520,367 322 12,15.335,542; 31,685,444, 504 108,385,558.980 |




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA /| AKUN
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51 BELANJA PEGAWAI
511 Belanja Gaji dan Tunjangan PHNS
511111 Eelanja Gaji Pokok PHS 13,233,540,000 12,638,899.000 12,688,898 920 14,653,978 12/74214942 99.85 14 684058
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 224 000 197,000 106 &77 2,683 194 194 9555 2,806
11121 Belanja Tunj Suamiflsti PNS 762 270,000 743,050,000 743,049,320 934, 560 742114 760 99.87 935,240
511122 Belanja Tunj. Anak PHNS 199 515,000 188,074,000 188073874 518,404 187,455,470 o9 57 618530
511123 Belanja Tunj. Sirukiural PHNS 516,185,000 477 730,000 477 T80 000 3.250,000 474 530,000 90532 3,250,000
511124 Belanja Tunj Fungsional PNS 1,101,584, 000 1,427 129,000 1,427 129000 1.466,000 1,425663,000 85.9 1,466,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 40,577,000 148 952 D00 148 951072 147,396 148 BO3ETE 990 1458 324
511126 Belanja Tunj Beras PNS 665,814,000 596,965,000 586.964 100 796,620 586,167 480 99 86 77 520
511129 Belanja Uang Makan PNZ 2333124 000 2.173,515.000 2,133,164, 000 0 2.133,164,000 9514 40 354,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PHNS 384 330,000 271,450,000 271,450 000 3.160.058 268,319,942 03 84 3160055

JUMLAH SUB KELOMPOK EELAMJA 5111 19251 013,000 13,706,044 000 18,665 667,163 25,059,699 13,640,627 4564 899.65 65 416,536
5116 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.020 608,000 1,867 321,000 1,867 320 500 0 1,867 320 500 104 SO0
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 24 000 30,000 20893 0 29893 99 64 107
511621 Belanja Tunjangan Suamifistri PPPE 101,632 000 106,509 000 106.508 600 0 106 508 600 100 A0
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK 21,255,000 24832000 24 851.588 0 24 881 588 104 412
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 166 040,000 194,420,000 194 420,000 0 194 420 000 104 0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK 75.575,000 06971 000 05970 330 0 96970 330 100 B2
511628 Belanja Uang Makan PPPK 185,592 000 F536,495.000 373010000 0 373,010,000 96.51 13,458,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK 0 41,885,000 41 B85.000 0 41,885,000 104 i

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116 1.570.725.000 2,718,916,000 2,705.025,5861 0 2, 703,025,561 99.5 13,490,033
5122 Belanja Lembur
512211 Belanja Uang Lembur 2350 320,000 710,000,000 509 457 000 0 509 467 000 7176 200.533.000
512212 Belanja Uang Lembur PPPR 198 600,000 183,058,000 135965 000 0 135 965,000 7427 47 094 000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 2 548 970 000 483,059,000 645,432, 000 1] 645,432 000 T2 247 627 000
5124 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerna) 22258 607 000 22 225062000 21,665.310,705 19,250,000 21646 030,705 97 38 579,031,295
512414 Belanja Pegawai Tunjangan KhususKegiatanKinerja PPPK 1,457, 775,000 2 544 3680000 2537 757218 0 2537 757218 99,74 6602782

JUMLAH SUB KELOMPOK BELAMJA 5124 23 716,352 000 24 769 422000 24203 .067.523 19,250,000 24 183,737 923 97.b4 285,034,077

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 47,057.041,000 47,087,041,000 45.219.213.047 44,339,699 45174873348 9506 2167652
52 BELAMNJA BARANG
521 Eelanja Barang Operasional
521111 Belanja Keperiuan Perkanioran 9,391,148, 000 10,975,105.000 § 254 412 542 0 g 754 412 542 8432 1720 692 455
22113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 34,500,000 [1] 0 i 0 0 0
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521114 Eelanja Penginman Sural Dinas Pos Pusat T2, 000, R [1] ] [} 0 [i] ]
521115 Belanja Honor Cperasional Satuan Kerja 433 960,000 482 704 000 A5 S44 000 0 453,544,000 o4 25 950000
521119 Belanja Barang Operazional Lainnya 1,475 182,000 754,351,000 70800 000 0 70,800 000 9.39 683.551. 000

JUMLAH SUB EELDMPOK BELANJA 5211 11,355 050 000 12,212 280,000 9 779,056 542 0 9,779,056.542 &0.08 2,433.2723 458
5212 Belanja Barang Mon Operasional
321211 Belanja Bahan 1.670,535,000 2583274000 1,324 933435 i 1,324 933 439 o129 1,258,340 561
521213 Belanja Honor Cutput Kegiatan 176,000,000 144 781 000 144 751,000 0 144 781,000 100 o
521219 Belanja Barang Mon Operasicnal Lainnya 605,200,000 1,074,417 000 696,120,313 0 696,120,313 6479 378,296 637
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomplzabel 0 12,245,000 12,247 420 0 12,247 420 99.99 1.560

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 7 652 038.000 3,814 721,000 2176082 172 0 2176082172 a7 1,636.635.625
521a Belanja Barang Persediaan
521811 Belanja Barang Perzediaan Barang Konsumsi 2562 455 000 1,576,463 000 826,903 260 0 226903 260 5339 751.559 740

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 2 562 455 000 1,578, 463.000 826,903 260 0 826, 903.260 5239 751,559 740
5221 Belanja Jasa
522111 Belanja Langganan Listrik 3,606,624, 000 3,947 113.000 3847111538 0 3047111538 100 1,462
522112 Belanja Langganan Telepon 679,744 000 355,296,000 233.901.27% 0 233901275 63.51 134,394 725
522113 Belanja Langganan Air 240 000,000 380 965000 359,966 600 0 389 966 600 100 1,400
522119 Belanja Langganan Daya dan Jaza Lainnya 329,769 000 235,8592.000 37.904 170 0 37904170 16.07 197 987 830
52213 Belanja Jasa Konsultan 4880 370,000 7,048 550,000 6,094 534 318 0 6094 534318 86.45 955,055,652
522141 Belanja Sewa 2,023 478 000 1,263,627 000 804 401 979 0 A04 401 979 5366 4559 225 021
522151 Belanja Jasa Profesi 2.896, 700,000 3,028 515.000 745,070,031 0 745 070,031 2456 2283 444 06D
5322191 Belanja Jasa Lainnya 5.560,536,000 12,275,555.000 10,389.731.497 0 10,369, 731 497 &4.64 1,5685,823.503

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 20.317.221.000 28,958,556.000 22 542 621 405 0 22 642 621 405 7925 9,915,534 552
52311 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bamgunan 2. 550.994 000 3,585 735.000 3 585 663 BOT 20.735.050 3.564 928,557 gg a2 20,506,443
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.560 060,000 2472452000 1,875,115 190 0 1.875,118,190 75.84 997 333810
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 416,566,000 0 ] L] 0 0 0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 4 857 920,000 B, 055,167,000 2,460 781797 200 735,050 3,440 048,747 G9.8 618140253
5241 Belanja Pegalanan Dalam Megern
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.389 240,000 7,602 722,000 1,342 940, 511 56 097 1,342 584414 17.66 6,259.837 586
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 204 821 000 334,140,000 71.898. 000 0 71,898,000 21.52 262 242 000
524114 Belanja Pegalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kola 6483 775,000 6,.347,211,000 772259966 0 772259966 1217 5,574.951,034
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kola 10,403, 152 000 5 064,241 000 450 973 949 0 4589973 949 507 8,604.267.051

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 24 535,992 000 23,345.314.000 T 647 072 426 26,097 2 647 016,329 11.34 20,701,297 671
5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri
524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri 286,653,000 196,521,000 15,265 8904 0 15,265,904 7.76 181,555,006
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224219 Eelanja Penalanan Dinas Lainnya - Luar Megern 547, 355,100 022000 10435 875 [} 10,435 875 13.55 66586 125
JUMLAH SUB KELOMPOK BELAMNJA 5242 28 042 000 273843000 23,7779 ] 28701779 9.39 245141221
JUMLAH KELOMPOE BELANJS 52 67,158,758 000 75,844 364 000 43 560 219.354 20,791,147 43,539 428 237 TS | 32304935763

53 BELAMJA MODAL

231 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.525 929 000 2129612000 656.523.330 0 656,523,830 3083 1,473,088 170
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 7 525 620 000 2120612000 656.523.830 0 656,523,830 3083 1,473,085 170

5331 Eelanja Modal Gedung dan Bangunan

233121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan L] 330,252,000 ] o 0 0 330252 000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 0 330,252,000 1] a 1] 0 330 252,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 2,525.523,000 2 450 564 000 B§56.523 530 a 656,523,830 2669 1803340170
JUMLAH BELANJA 116,772, 723,000 125,391,269.000 00 435 956 261 65,130,546 90,370,825 415 7207 35 020 443 585
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o
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51 BELANJA PEGAWAI
511 Belanja Gaji dan Tunjangan PHNS
511111 Eelanja Gaji Pokok PHS 13,233,540,000 12,638,899.000 12,688,898 920 14,653,978 12/74214942 99.85 14 684058
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 224 000 197,000 106 &77 2,683 194 194 9555 2,806
11121 Belanja Tunj Suamiflsti PNS 762 270,000 743,050,000 743,049,320 934, 560 742114 760 99.87 935,240
511122 Belanja Tunj. Anak PHNS 199 515,000 188,074,000 188073874 518,404 187,455,470 o9 57 618530
511123 Belanja Tunj. Sirukiural PHNS 516,185,000 477 730,000 477 T80 000 3.250,000 474 530,000 90532 3,250,000
511124 Belanja Tunj Fungsional PNS 1,101,584, 000 1,427 129,000 1,427 129000 1.466,000 1,425663,000 85.9 1,466,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 40,577,000 148 952 D00 148 951072 147,396 148 BO3ETE 990 1458 324
511126 Belanja Tunj Beras PNS 665,814,000 596,965,000 586.964 100 796,620 586,167 480 99 86 77 520
511129 Belanja Uang Makan PNZ 2333124 000 2.173,515.000 2,133,164, 000 0 2.133,164,000 9514 40 354,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PHNS 384 330,000 271,450,000 271,450 000 3.160.058 268,319,942 03 84 3160055

JUMLAH SUB KELOMPOK EELAMJA 5111 19251 013,000 13,706,044 000 18,665 667,163 25,059,699 13,640,627 4564 899.65 65 416,536
5116 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.020 608,000 1,867 321,000 1,867 320 500 0 1,867 320 500 104 SO0
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 24 000 30,000 20893 0 29893 99 64 107
511621 Belanja Tunjangan Suamifistri PPPE 101,632 000 106,509 000 106.508 600 0 106 508 600 100 A0
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK 21,255,000 24832000 24 851.588 0 24 881 588 104 412
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 166 040,000 194,420,000 194 420,000 0 194 420 000 104 0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK 75.575,000 06971 000 05970 330 0 96970 330 100 B2
511628 Belanja Uang Makan PPPK 185,592 000 F536,495.000 373010000 0 373,010,000 96.51 13,458,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK 0 41,885,000 41 B85.000 0 41,885,000 104 i

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116 1.570.725.000 2,718,916,000 2,705.025,5861 0 2, 703,025,561 99.5 13,490,033
5122 Belanja Lembur
512211 Belanja Uang Lembur 2350 320,000 710,000,000 509 457 000 0 509 467 000 7176 200.533.000
512212 Belanja Uang Lembur PPPR 198 600,000 183,058,000 135965 000 0 135 965,000 7427 47 094 000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 2 548 970 000 483,059,000 645,432, 000 1] 645,432 000 T2 247 627 000
5124 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerna) 22258 607 000 22 225062000 21,665.310,705 19,250,000 21646 030,705 97 38 579,031,295
512414 Belanja Pegawai Tunjangan KhususKegiatanKinerja PPPK 1,457, 775,000 2 544 3680000 2537 757218 0 2537 757218 99,74 6602782

JUMLAH SUB KELOMPOK BELAMJA 5124 23 716,352 000 24 769 422000 24203 .067.523 19,250,000 24 183,737 923 97.b4 285,034,077

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 47,057.041,000 47,087,041,000 45.219.213.047 44,339,699 45174873348 9506 2167652
52 BELAMNJA BARANG
521 Eelanja Barang Operasional
521111 Belanja Keperiuan Perkanioran 9,391,148, 000 10,975,105.000 § 254 412 542 0 g 754 412 542 8432 1720 692 455
22113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 34,500,000 [1] 0 i 0 0 0
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521114 Eelanja Penginman Sural Dinas Pos Pusat T2, 000, R [1] ] [} 0 [i] ]
521115 Belanja Honor Cperasional Satuan Kerja 433 960,000 482 704 000 A5 S44 000 0 453,544,000 o4 25 950000
521119 Belanja Barang Operazional Lainnya 1,475 182,000 754,351,000 70800 000 0 70,800 000 9.39 683.551. 000

JUMLAH SUB EELDMPOK BELANJA 5211 11,355 050 000 12,212 280,000 9 779,056 542 0 9,779,056.542 &0.08 2,433.2723 458
5212 Belanja Barang Mon Operasional
321211 Belanja Bahan 1.670,535,000 2583274000 1,324 933435 i 1,324 933 439 o129 1,258,340 561
521213 Belanja Honor Cutput Kegiatan 176,000,000 144 781 000 144 751,000 0 144 781,000 100 o
521219 Belanja Barang Mon Operasicnal Lainnya 605,200,000 1,074,417 000 696,120,313 0 696,120,313 6479 378,296 637
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomplzabel 0 12,245,000 12,247 420 0 12,247 420 99.99 1.560

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 7 652 038.000 3,814 721,000 2176082 172 0 2176082172 a7 1,636.635.625
521a Belanja Barang Persediaan
521811 Belanja Barang Perzediaan Barang Konsumsi 2562 455 000 1,576,463 000 826,903 260 0 226903 260 5339 751.559 740

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 2 562 455 000 1,578, 463.000 826,903 260 0 826, 903.260 5239 751,559 740
5221 Belanja Jasa
522111 Belanja Langganan Listrik 3,606,624, 000 3,947 113.000 3847111538 0 3047111538 100 1,462
522112 Belanja Langganan Telepon 679,744 000 355,296,000 233.901.27% 0 233901275 63.51 134,394 725
522113 Belanja Langganan Air 240 000,000 380 965000 359,966 600 0 389 966 600 100 1,400
522119 Belanja Langganan Daya dan Jaza Lainnya 329,769 000 235,8592.000 37.904 170 0 37904170 16.07 197 987 830
52213 Belanja Jasa Konsultan 4880 370,000 7,048 550,000 6,094 534 318 0 6094 534318 86.45 955,055,652
522141 Belanja Sewa 2,023 478 000 1,263,627 000 804 401 979 0 A04 401 979 5366 4559 225 021
522151 Belanja Jasa Profesi 2.896, 700,000 3,028 515.000 745,070,031 0 745 070,031 2456 2283 444 06D
5322191 Belanja Jasa Lainnya 5.560,536,000 12,275,555.000 10,389.731.497 0 10,369, 731 497 &4.64 1,5685,823.503

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 20.317.221.000 28,958,556.000 22 542 621 405 0 22 642 621 405 7925 9,915,534 552
52311 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bamgunan 2. 550.994 000 3,585 735.000 3 585 663 BOT 20.735.050 3.564 928,557 gg a2 20,506,443
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.560 060,000 2472452000 1,875,115 190 0 1.875,118,190 75.84 997 333810
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 416,566,000 0 ] L] 0 0 0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 4 857 920,000 B, 055,167,000 2,460 781797 200 735,050 3,440 048,747 G9.8 618140253
5241 Belanja Pegalanan Dalam Megern
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.389 240,000 7,602 722,000 1,342 940, 511 56 097 1,342 584414 17.66 6,259.837 586
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 204 821 000 334,140,000 71.898. 000 0 71,898,000 21.52 262 242 000
524114 Belanja Pegalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kola 6483 775,000 6,.347,211,000 772259966 0 772259966 1217 5,574.951,034
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kola 10,403, 152 000 5 064,241 000 450 973 949 0 4589973 949 507 8,604.267.051

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 24 535,992 000 23,345.314.000 T 647 072 426 26,097 2 647 016,329 11.34 20,701,297 671
5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri
524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri 286,653,000 196,521,000 15,265 8904 0 15,265,904 7.76 181,555,006
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224219 Eelanja Penalanan Dinas Lainnya - Luar Megern 547, 355,100 022000 10435 875 [} 10,435 875 13.55 66586 125
JUMLAH SUB KELOMPOK BELAMNJA 5242 28 042 000 273843000 23,7779 ] 28701779 9.39 245141221
JUMLAH KELOMPOE BELANJS 52 67,158,758 000 75,844 364 000 43 560 219.354 20,791,147 43,539 428 237 TS | 32304935763

53 BELAMJA MODAL

231 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.525 929 000 2129612000 656.523.330 0 656,523,830 3083 1,473,088 170
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 7 525 620 000 2120612000 656.523.830 0 656,523,830 3083 1,473,085 170

5331 Eelanja Modal Gedung dan Bangunan

233121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan L] 330,252,000 ] o 0 0 330252 000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 0 330,252,000 1] a 1] 0 330 252,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 2,525.523,000 2 450 564 000 B§56.523 530 a 656,523,830 2669 1803340170
JUMLAH BELANJA 116,772, 723,000 125,391,269.000 00 435 956 261 65,130,546 90,370,825 415 7207 35 020 443 585
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%‘R‘;{:ﬁ.’ PEHK,?,“HE AN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5

2.0 ESETRR Ditagihkan ke Enlitas Lain 0 90,370.825 415
oo 313121 Diterima dari Enfitaz Lain 306,341,062 1]
3.0 425122 Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin ] 205146100
30 425131 Pendapalan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan ] 37452500
30 475151 _I?Eg;dapalan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesual dengan o 337 gog
30 475912 Penerimaan Kemball belana Barang 12hun Anggaran rang Lal o &3 404 D00
3.0 425559 Pendapatan Anggaran Lain-Iain ] 563
30 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12,635,398 920 1]
3.0 211119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 186,877 0
30 511121 Belanja Tunj. Suamiflsii PHS 743,049 320 1]
30 511122 Belanja Tunj. Anak PHNS 188,073,674 1]
3.0 511123 Beianja Tunj. Struktural PNS 477,780,000/ 1]
30 511124 Bedanja Tunj. Fungsional PNS 1.427.129,000 1]
3.0 511125 Beianja Tunj. PPh PNS 148,951,072 1]
30 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 536,964,100 1]
a0 511129 Belanja Uang Makan PNS 2.133,164,000 1]
3.0 211151 Belanja Tunjangan Umum PN 271,450,000 0
30 511611 Belanja Gaji Pokok PPPE 1,867 320,500 1]
30 511619 Belanja Pembulatan Gafi PPPK 29,893 1]
a0 511621 Belanja Tunjangan Suami/lzii PPPE 106,508,600 1]
3.0 211622 Bedanja Tunjangan Anak PPPEK 24 561,583 0
30 511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 194 420,000 0
3.0 211625 Belanja Tunjangan Beras PPPK 96,970,380 0
30 511628 Beianja Uang Makan PPPK 373,010,000/ 1]
3.0 211633 Bedanja Tunjangan Umum PPPK 41,555,000 0
30 512211 Beianja Uang Lembur 509 467 000/ 1]
30 512212 Bedanja Uang Lembur PPPK 135,965,000 1]
30 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinera) 21,665,310, 705 0
3.0 212414 Belanja Pegawal Tunjangan Khusus/Kegislan/Kinerja PPPE 2537, 727,218 0
30 L2111 Belanja Keperuan Perkantoran 9,254 412 542 o
3.0 221115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 453,544,000 0
30 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 70,200,000 0
3.0 521211 Belanja Bahan 1,324,933 439 1]
a0 521213 Beianja Honor Ouipul Kegialan 144 781,000 1]
3.0 221219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 626,120,313 0
30 521252 Belanja Peralaian dan Mesin - Ekslrakomptabel 12,247 420 0
3.0 221811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 326,903,260 0
30 522111 Belanjz Langganan Lisink 3,947 111,538 1]
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1 2 3 4 5
3.0 222112 Belanja Langganan Telepon 233,801,275 0
30 522113 Belanja Langganan Air 320 966,600 0
3.0 222119 Belanja Langganan Daya dan Jaza Lainnya 37,804 170 0
30 522131 Belanja Jasa Konsullan 5,094 534 318 1]
30 522141 Belanja Sewa 304 401 879 1]
30 522151 Belanja Jaza Profesi 745,070,031 1]
3.0 222191 Belanja Jaza Lainnya 10,359, 731,497 0
30 52311 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.585,663,607 0
3.0 2232 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.875,118,150 0
30 24111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.342,940,511 o
3.0 224113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kola 71,598 000 0
30 S24114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeling Dalam Kola T72.250 966 o
3.0 224119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Mesting Luar Kota 458 973 949 0
30 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Megeri 15,265,904 o
3.0 224219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negen 10,435,675 0
30 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 656,523, 830/ 1]
31 21111 Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS ] 14,683,973
31 11119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS ] 26583
31 11121 Pengembalian Belanja Tunj. Suamiflstri PHNS ] 934 560
31 511122 Pengembalian Belanja Tunj. Anak PHNS 0 613.404
31 211123 Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PMS ] 3,250,000
31 L1124 Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS ] 1,466,000
31 211125 Pengembalian Belanja Tunj. PPh PHS ] 147 356
31 511126 Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS ] T96.620
31 211151 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PHS ] 3,160,055
31 512411 E"‘ugﬁmﬁﬂﬁ?; aﬁg’;fﬁ';?ga“i (Tunjangan 0 19,20 000
31 52311 Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan o 20,735,050
31 224111 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 36,097
JUMLAH 90,742 297,323 90,742,297 323
Keterangan

FIMAL




NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON |
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPLAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : { 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INIT ORGANISASE

:{11 ) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTAS!

Tgl Data

- 14M05/26 6:38 AM

Tgl Cetak - 070725 10:40 AM

Halaman -1

lap_neraca_percobaan_akrual esi_poc

%‘R‘;{:ﬁ.’ PEHK,?,“HE AN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5

0.0 117111 Barang Konsumsi 6,203,030 0
oo 132111 Peralatan dan Mesin 43.243 630,228 1]
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 48 664 678,693 0
oo 134113 Jaringan 13.687 694174 ]
2.0 135121 Azet Telap Lainnya 2,506,522 165 1]
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ] 35,662 174,439
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan ] 9544 074 316
0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan ] 2 501.809.598
2.0 162151 Software 1,152 364,000 1]
0.0 163139 Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga 6.645 981 439 o
0.0 166112 Azel Telap yang Iidak digunakan daiam operasi pemenniahan 385 713 400 3
0.0 159172 gkuuﬂ:’!:;agleﬁgnu;l:: Aset Tetap yang idak Digunakan dalam o 280 393 852
2.0 169315 Akumulasi Amoriisasi Software 0 1,192.364.000
0.0 212191 Utang kepada Pihak Kefiga Lainnya ] 6,645.921 420
2.0 I3 Ditagihkan ke Enlitas Lain 0 90,370.825 415
oo 313121 Diterima dari Enfitaz Lain 306,341,062 1]
2.0 3on Ekuilas 0 66,023,433 832
30 42512 Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin ] 205 146100
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan ] 37 452 500
10 475451 '}qu::j dpatan Fenggunaan —arana dan Frasaranza sesual dengan o 337 569
10 475017 Penenmaan Rembal Delan)a Barang 1ahun Anggaran 1ang Lal o &3 404 000
30 425000 Pendapalan Anggaran Lain-lain ] 563
30 511111 Beban Gaji Pokok PNS 12,674,214 942 1]
30 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 194 194 1]
30 511121 Beban Tunj. Suamiflsti PNS 742 114,760 1]
30 511122 Beban Tunj. Anak PHS 187 455 470 1]
30 511123 Beban Tunj. Strukiural PNS 474 530,000 1]
30 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 1,425 663,000 1]
30 511125 Beban Tunj. PPh PNS 145 503,676 1]
30 511126 Beban Tunj. Beras PNS 586,167 4380/ 1]
30 511129 Beban Uang Makan PHE 2.133,164,000 1]
30 511151 Beban Tunjangan Umum PHNS 268 319 942 0
3.0 511611 Beban Gaji Pokok PPPK 1.867,320,500 1]
a0 511619 Beban Pembulatan Gaji PPPK 20 893 1]
3.0 211621 Beban Tunjangan Suamifisin PPPEK 106, 508,600 0
30 511622 Beban Tunjangan Anak PPPK 24 581,533 0
3.0 211624 Beban Tunjangan Fungsicnal PPPK 194 420,000 0
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1 2 3 4 5

3.0 211625 Beban Tunjangan Beras PPPK 96,970,380 0
30 511628 Beban Uang Makan PPPEK 373,010,000/ 1]
3.0 211633 Beban Tunjangan Umum PPPK 41,555,000 0
30 512211 Beban Uang Lembur 509 467 000/ 1]
30 512212 Beban Uang Lembur PPPK 135,965,000 1]
30 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khuzsus/KegiatanKinerja) 21.646 030, 705 o
3.0 212414 Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja FPPE 2537, 7aT7,218 0
30 L2111 Beban Keperluan Perkantoran 9,254 412 542 0
3.0 221115 Beban Honor Operasional Satuan Kena 453,544,000 0
30 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 70,200, 000 o
30 521211 Beban Bahan 1,324,933 439 1]
3.0 521213 Beban Homor Output Kegiatan 144 781,000 1]
3.0 221219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 626,120,313 0
30 521252 Beban Peralalan dan Mesin - Ekstrakomplabel 12,247 420 o
3.0 222111 Beban Langganan Lisirik 3947 111,538 0
30 522112 Beban Langganan Telepon 233901275 o
3.0 222113 Beban Langganan Air 359,966 600 0
30 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 37004170 o
3.0 222131 Beban Jasa Konsultan 6.054,534,318 0
30 522141 Beban Sewa 1,001,404 779 1]
30 522151 Beban Jasa Profesi 745,070,031 1]
30 522191 Beban Jaza Lainnya 10,359,731 497 0
3.0 22311 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3,280 312 347 0
3.0 523121 Beban Pemefiharaan Peralatan dan Mesin 1.875,113,180 ]
3.0 224111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 1,342 584 414 0
30 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 71,898,000 o
3.0 224114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 772,259 966 0
30 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Mesting Luar Kota 459 973 949 o
3.0 224211 Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri 15,265 904 0
30 524219 Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri 10,435,875 o
3.0 291111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 4 710,339,395 0
30 L8121 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1,276,634, 763 0
3.0 291313 Beban Penyusutan Janngan 353,932 472 0
a0 592115 Beban Amorlizasi Software 40,818,625 1]
30 590277 Ssmgsnyau;g;a;] g:;yl&u;ﬂlﬁ:hn Azel Tetap yvang Tidak Digunakan 775,317 0
3.0 383N Beban Persediaan kensumsi 523934120 1]
30 S5o6111 Beban Pelepazan Asct 245 300,000/ 1]
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JUMLAH #12,827,398,053 212,827,398.063
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lap_neraca_es1_komparafif_poc
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
NAMA PERKIRAAN
2025 2024 Jumlah %
1 2 3 4 5
ASET
ASET LANCAR |
Fer=ediaan §,203.030 0 283,800 (3,080,260} 331 'ilji:
JUMLAH ASET LANCAR 6.203.030 9,283,590 {3.080.260) 13:1.1915
ASET TETAP '
Peralatan dan Mesin 43,243, 030,228 53,061,882.000 [(8,818,281.662) {13.59:15
Gedung dan Bangunan 432 664 273,803 43 564 273,803 o [I.i}lilf:
Jalan, lrigasi dan Jaringan 138878474 13587 0474 1 D.GDE
Aset Tetap Lainnys 2,505 522,165 2,506,522,165 o [I.ﬂ'lilf:
AKUMULASI PENYUSUTAM (48,008, 058,353) (51,847 555,855} 3,830,587 602 IT.EE)E
JUNMLAH ASET TETAFP 50,084 867,107 65,573,331.367 (3,878,664, 260) 13.51;‘:
ASET LAINNYA
Aset Tak Beraujud 1,182,364 D0O 2,027,384 D00 (235,020,000} {4t.19:.}
Dana Yang Dibatasi Penggunaznnya 5,545,881 489 a §.545,081. 4589 D.ﬂlnz
Azet Lain-izin 286,213,400 o 2E6,213.400 [I.ﬂ'lilf:
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISAS] ASET LAINNYA (1,472 757 852} (1,886 565, 375} 513,807,523 &&3&},
JUKMLAH ASET LAINNYA B,631,801.037 408186235 6,610,582, 412 15,195.59%
JUMLAH ASET 66, 732,671.174 66, 023,433,882 728,237,232 1.1[!:;_
KEWAJEAN
KEWAJIEAN JANGKA PENDEK |
Utang kepada Fihak K=tiga 5,545,087 480 0 5,545,081 480 EI.GID%
JUMLAH KEWAJIEAN JANGKA PENDEK 6.6435,381.453 0 6.643,381.4533 |
JUMLAH KEWAJIBAN 6,645,98%.489 a 6,645.98%.489
EKUITAS
EKUITAS :
Ekuntas 60,705 8E0,685 60,023, 433,882 {5,916,744,1087) [H-.EE:I:
JUMLAH EKUITAS 60,106.685,685 66,023,433, 882 {5,996, 744.197) (8.36)
JUMLAH EKUITAS 60,106,689,685 66,023, 433,882 {2.916,744.137) 13.%;%
JUMLAH KEWAJIEAN DAMN EKUITAS 66, 732.671.174 66,023, 433,882 T28.237.2582 "I.‘I[!i
Keterangan -

FIRAL
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Halaman -1
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2025 2024
URAIAN REALISASI DI ATAS REALISASI DI ATAS
ANGGARAN REALISAS] (BAWAH) ANGGARAN % ANGGARAN REALISAS] (BAWAH) ANGGARAN %
1 F 3 1 5 5] T 3 ]
. Pendapatan Negara Dan Hibah 1] 0 0 1] 0 0
I. Pendapatan Perpajakan 1] 0 0 1] 0 0
1. Pajak Dalam MNegeri ] 0 0 ] 0 0
2. Pajak Perdagangan Infermasional o 0 0 ¢ 0 0 0 ¢
I.. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 1] 306,341,062 306,341,062 1] 1] 1,205.204,397 1,205.204,397 1]
1. Pendapatan Sumber Daya Alam o 0 0 ¢ 0 0 0 ¢
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan ] 0 0 2 ] 0 0 0
3. Pendapatan BLU o 0 0 Q 0 0 0 0
4. Pendapatan Peperimaan Megara Bukan Pajak Lainnya ] 306 341,062 306 341,062 2 ] 1,205 201 397 1,205 201 397 0
ll. Pendapatan Hibah 1] a a 1] 1] a a 1]
Uumiah Pendapatan Megara dan Hibah (A + AR + A) 1] 306,341,062 306,341,062 1] 1] 1,205.204,397 1,205.204,397 1]
E. Belanja Negara 1] a a 1] 1] a a 1]
I. Belanja Pemerintah Puzat 125,391 269,000 90.370,825 415 {35,020 443 585)) 72407 196 457 340,000 185,043,279,930 (5,414 060_020)| 9572
1. Belanja Pegawai 47 057 041,000 46.174.873,345 (912,167 652)| 98.04 41,936.254.000 41,483 904,048 (447 349 952)| 9883
2. Belanja Barang 75,844 364 000 43539 428 237 {32,304 935.763)) 7.4 147 709 606,000 139,746 630,921 (7,962975.079)| o481
3. Belanja Modal 2 459854 000 656,523,830 (1,803,340,170)| 20.69 6,811.450,000 6,807 745,011 (3,734,089)| 2093
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang ] 0 0 2 ] 0 0 0
5. Belanja Sulbsidi o 0 0 Q 0 0 0 0
6. Belanja Hibsh ] ] 0 a 1] a 0 0
7. Belanja Banfuan Sosial o 0 0 ¢ 0 0 0 ¢
4. Belanja Lain-lain ] 0 0 2 ] 0 0 0
Il. Transfer ke Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Dana Bagi Hasil ] 0 0 2 ] 0 0 L




LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON |

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(o] 5 ]

s

(DALAM RUPIAH) [i]:
KEMENTERIAN/LEMBAGA 1 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON | : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI 11 TglData - 14/05/26 7-23 AM
Tgl Cetak - 07/07/26 10:40 AM
Halaman -2
lap _Ira_face es1_new_poc
2025 2024
el ANGGARAN REALISASI | Bt ANGeARAN % | ANGGARAN REALISASI | Sawain ANGGARAN| *
1 2 3 4 ] -] 7 3 B
2. Dana Alokasi Umum ] 0 g 0 ] i} g 0
3. Dana Transfer Khusus 0 0 0 a 0 0 0 a
a. Dana Alokasi Khusus Fisik 1 g g 0 1 { g 0
b Dana Alokasi Khusus Non Fisik 0 0 0 a 0 0 0 a
c. Hibah Kepada Daerah ] 0 g 0 ] i} g 0
4. Dana Ctonomi Khusus 0 0 0 a 0 0 0 a
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakaria ] 0 g 0 ] i} g 0
6. Dana Desa I g g q 0 g g g
7. Inzentif Fiskal ] a a v 1] a a 0
Uumlah Belanja Negara (B.1 + B.H) 125,391,269,000 90.370,825415 {35,020,443,585)| 72.07 196,457,340,000 158,043,279,580 (5,414,060.020)| 95.72
C. PEMEIAYAAN o o o ] ] o a 1]

Keterangan :
FIMAL




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON |
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
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Tal Data

- 14/¥5/26 6:36 AM

Tgl Cetak - 07AT/26 10040 AM

Halaman

lap_lpe esi_poc

(%)

EFUITAS AWAL 56,023 433,500 B8.086,519,003 12063 085211)] (303
SURPLUS/DEFISIT-LO (95,981,228 550) (183,934, 769 794) 92053 541,244 (48.2)
KOREKS! YANG MENAMBAHMENGURANGI EKUITAS 0 33,656 000 {33,696 000) {100}
PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0 0 ]
KOREKS! ATAS REKLASIFIKASI 0 o 0 ]
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI ] 33,696,000 (33,606.000) (100
LAIN-LAIN 0 0 0 ]
TRANSAESI ANTAR ENTITAS 90,064 434 353 186,837 958,583 {96, 773,504 230} {51.8)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (5,916,744 157} (2,083,085 211) (3,853,658 086)| 18670
EKUITAS AKHIR B0, 106,659,685 B6.023.433 882 (5,916, 744.197) (2.8
Keterangan :

FINAL




TINGKAT ESELON |

(DALAM RUPIAH)

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

KEMENTERIAN/LEMBAGA [ 022 ) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELONI :{ 11 ) BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTASI
TglData - 1405326 6:36 AM
Togl Cetak - 070726 10:40 AM
Halaman 1
lap_lo_es1_poc
Tl o T wTH . lEEl .u-ul .ﬂ-ﬂ.ﬂ.. ey
KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0 -
PENDAPATAM OPERASIONAL 0 0 0 -
PENDAPATAMN PERPAJAKAN 0 0 -
Pendapatan Pajak Penghasian 0 0 0 -
Pendapatan Pajak Pertambahan Milai dan Penjualan Barang 0 o ] -
Meveah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 -
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0 -
Pendapatan Cukai 4] o o -
Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 -
Pendapatan Bea Masuk 0 0 0 -
Pendapatan Bea Keluar 4] o ] -
Jumlah Pendapaian Perpajakan 0 0 -
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0 -
Pendapatan Sumber Daya Alam 4] ] ] -
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND) 1] 0 0 -
Pendapatan Penserimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 37 7o, 962 0 37,790,962 -
Pendapatan Badan Layanan Umum 4] o ] -
Jumiah Pendapatan Negara Bukan Pajak 37,790,962 0 37,790 962 -
PEMNDAPATAN HIBAH 0 0 0 -
Pendapatan Hibah 4] o ] -
Jumiah Pendapatan Hibah 1] 0 0 -
Jumlah Pendapatan 37,790,962 0 37,790 962 -
BEBAN OPERASIOMNAL 0 0 0 -
Beban Pegawai 46,174,873 348 41,455 904,025 4 633,969 300 -
Beban Persediaan 529,954,120 3.564,800,629 (2 734.516.709) -
Beban Barang dan Jaza 34 796 762 922 63,275 197 557 {25,478 434 635) -
Beban Pemeliharaan 5,155,430, 537 9,491 677 06T (4,336 246 530) I
Beban Perjalanan Dinas 2. 672718,108 B3.405 671,575 (60,732,953.470) -
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 4] o ] -
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EBeban Pembayaran Bunga Utang [¥] [i] [F] -
Beban Subsidi 0 0 0 -
Beban Hibah 0 0 -
Beban Bantuan Sosial 0 L] L] -
Beban Penyusutan dan Amorfiisasi 6,412 500 577 7.824 383,995 (1,411.883 418) -
EBeban Penyisihan Piutang Tak Tertagih L] ] -
Beban Transfer ke Daerah 0 L] L] -
Beban Lain-Lain 0 0 0 -
JUMLAH BEBAN 96,042 269 612 1569.050,635,074 (53,005,365, 462) -
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (96,004 478 650) (189,050.635.074) 93,046,156,424 -
KEGIATAN HOM OPERASIONAL 0 0 0 -
Surplus/Defisit Pelepasan Asst (40.153.000) (1,002,522 717) D62 368817 -
Pendapatan Pelepasan Aszet 205,145,100 86,203,400 193,242 700 -
Beban Pelepasan Asst 245 300000 1.080 426 117 (844 125.117) -
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang ] ] -
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 -
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang [H] L] 0 -
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 63,404,000 1,118 387,007 (1,054 983 097) :
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 63,304 000 1,118,387 .997 (1.054 983.997) -
Beban darn Kegiatan Non Operasional Lainnya [H] L] 0 -
JUMLAH SURPLUSDERSIT DARI KEGIATAN NON 23250100 115,865,280 (92 615,130) -
OPERASICMAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (95,981,228 550) {185.934.769.754) 92953 541244 -
POS LUAR BIASA 0 0 0 -
Beban Luar Biasa 0 0 -
POS LUAR BIASA 0 0 0 £
SURPLUS/DERISIT - LO (95,981 228 550) {184,934 769, 724) 92,953 541 244 -

Keterangan :
FINAL




